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PENGERTIAN PEMBINAAN KETENTERAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

1.1. Konsep Pembinaan
Indonesia merupakan Negara yang cukup luas dan beraneka
ragam baik dari suku, ras, agama, maupun budaya. Tindakan yang
memicu kericuhan, biasanya juga didorong oleh faktor ekonomi dan
penduduk yang heterogen. Salah satu tujuan dari negara NKRI, yang
tertera pada alenia ke-4 Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia yakni “... melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,...”
bermakna secara tersirat bahwa begitu penting suatu ketertiban di Negara
Indonesia sehingga untuk mempertahankan ketertiban yang dimaksud
maka perlu dilaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum.
Tujuan mulia di atas dapat tercapai dengan memahami makna
disetiap katanya sehingga makna yang sudah tertanam dalam jiwa akan
mudah tumbuh, mengalir ke pembuluh darah dan dapat dengan mudah
kita merealisasikannya. Pertama kita perlu memahami bagaimana
sebenarnya makna dari kata pembinaan, dimana pembinaan berasal dari
kata “"bina”, berikut adalah pengertian pembinaan menurut beberapa ahli;
1. Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah

proses, cara, perbuatan membina (negara dsb) atau merupakan
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tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif

untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

2. Dalam Buku Pembinaan Militer Departemen HANKAM disebutkan,
‘Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat
peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada
prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan
dengan daya dan hasil yang sebesar-besamya’.
(Musanef,1991:11).

3. Sementara Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul “Pembinaan
Organisasi’” mendefinisikan, pengertian pembinaan bahwa :

a. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan
menjadi lebih baik.

b. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu
sistem pambaharuan dan perubahan (change).

c. Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni
menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang
berencana serta pelaksanaannya.

d. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi
dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan
tanpa mengenal berhenti. (Miftah,1997:16-17).

Masih banyak lagi pengertian pembinaan dari berbagai sumber
namun dari definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa
pembinaan merupakan suatu proses perubahan dimana terdapat subjek
maupun objek yang berperan untuk mencapai suatu tujuan dengan cara
yang efektif dan efisien.

Secara konseptual, pembinaan atau pemberkuasaan
(empowerment), berasal dari kata’power’ (kekuasaan atau keberdayaan).

Karenanya, ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai

kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan




kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang
diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Kaitannya dalam hal
ini, pembinaan menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok
masyarakat untuk dapat mengendalikan rutinitas sahari-hari dengan
disiplin dan memperhatikan kenyamanan dan ketertiban lingkungan
sehingga kesadaran masing-masing individu sangat membantu. Oleh
sebab itu, yang dibina bukan hanya sekedar hal-hal fisik saja namun yang
lebih utama adalah perubahan mindset masyarakat untuk lebih sadar diri
dan berubah menaati segala aturan yang berlaku.

Pelaksanaan dari konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada
hal yang bersifat efektif dan pragmatis; bersifat efektif dalam arti dapat
memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya,
dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai
dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam
praktek.

Komponen-komponen berkualitas dalam proses diperlukan untuk
mencapai tujuan. Jika kita membuat perumpamaan, dalam suatu
persentase proses dari angka 0% menjadi 40% dan dari 40% menjadi
100%. Ketika telah mencapai titik puncak pun pembinaan masih
diperlukan, karena angka 100% hanya murni secara pembulatan, dalam
kehidupan realita adalah 99,9%. Tindak kejahatan, kriminal, ataupun
ketidakpatuhan terhadap aturan masih saja sering terjadi, sehingga selalu

diperlukan adanya pembinaan.




Tidak tercapainya apa yang diharapkan akan sangat
mempengaruhi kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal. Adanya
peran pembinaan ini sangat diperlukan guna mengarahkan setiap orang
pada aturan yang telah ditetapkan dan menaatinya, baik dengan cara
halus maupun keras. Sehingga masyarakat akan menjadi masyarakat
madani, kebiasaan tertib dan taat aturan akan menjadi bagian yang tak
terpisahkan dari tingkah laku masyarakat.

Hal yang perlu disadari dalam pembinaan, diperlukan pandangan
yang berbeda terhadap setiap individu dari usia muda hingga tua bahwa
setiap individu memiliki kemampuan mobilisasi untuk perbaikan hidupnya.
Konsep pembinaan memberi kerangka acuan mengenai kekuasaan
(power) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkup arah sosial,
ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan.

Terdapat aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pembinaan,
aktivitas pembinaan yang mengandung unsur-unsur mempertahankan,
menyempurnakan dan pembaharuan dengan sifat-sifat dinamik, progresif,
dan inovatif dapat berjalan dengan baik bila dilaksanakan berdasarkan
peréncanaan yang matang. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan
Merill (1981:217) bahwa pembinaan merupakan suatu usaha yang
dilaksanakan berdasarkan perencanaan tertentu agar pengetahuan, sikap
dan keterampilan sasaran pembinaan (subyek) dapat meningkat.

Menurut Sumodiningrat, Pembinaan tidak selamanya, melainkan

dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat




dari pendapat tersebut berarti pembinaan melalui suatu masa proses
belajar, hingga mencapai status mandiri. Sebagaimana disampaikan di
muka bahwa proses belajar dalam rangka pembinaan akan berlangsung
secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku
sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan
kapasitas diri.

2. Tahap Transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan,
kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan
keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam
pembangunan.

3. Tahap Peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan,
keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan
inovatif untuk mengantarkan pada kemadirian.

Menurut Keiffer (1981), pembinaan yang dilakukan kemudian
mencakup tiga hal pokok yakni kerakyatan, kemampuan sosial politik, dan
berkompetensi partisipatif (Suharto,1997:215). Parson et.al (1994:106)
juga mengajukan tiga dimensi dalam pelaksanaan pembinaan tersebut
yang merujuk pada :

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan
individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan
sosial yang lebih besar.

2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri,
berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.

3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang
dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah tersebut
untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur yang masih
menekan.

Lebih lanjut Sedarmayanti menjelaskan, kata pembinaan
(empowerment) mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh.

Proses pembinaan mengandung dua kecenderungan yaitu :




1. Kecenderungan Primer, proses pembinaan yang menekankan pada
proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan,
kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu
menjadi lebih berdaya (survival of the fittes) proses ini dapat
dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna
mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi.

2. Kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi,
mendorong, atau memotivasi agar individu mempunyai
kemampuan/keberdayaan untuk menentukan yang menjadi pilihan
hidupnya melalui proses dialog.

Dari dua kecenderungan di atas memang selain mempengaruhi
dimana agar kecenderungan primer dapat terwujud maka harus lebih
sering melalui kecenderungan sekunder. Selanjutnya Tikson dalam Sani
(2000) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang dapat
dijadikan tolak ukur dalam proses pembinaan masyarakat yaitu :

1. Pengorganisasian Masyarakat
Bidang ini berkenaan dengan peningkatan partisipasi masyarakat

yang dapat dilakukan secara efektif melalui pengorganisasian. Masyarakat
dapat diorganisasikan ke dalam beberapa bentuk, seperti organisasi
kewilayahan yang luas, organisasi sektoral dan jaringannya atau aliansi
dan koalisi. Organisasi-organisasi ini merupakan alat masyarakat untuk
menyatakan kehendak mereka dan untuk mempengaruhi proses
perubahan yang diinginkan.

2. Penguatan Kelembagaan
Kegiatan ini pada dasarnya merupakan penguatan kemampuan

organisasi yang telah ada dengan meningkatkan unsur : pengetahuan,

keterampilan, dan sumber daya yang ada termasuk didalamnya proses

perguliran, manajemen, kemandirian kelompok, norma, dan nilai yang




dianut organisasi agar kegiatan kolektif menjadi lebih efektif dan efisien.
Penguatan kelembagaan dalam penerapannya banyak dilakukan melalui
pelatihan, keterampilan dan studi banding. Keterampilan ini mencakup
latihan kepemimpinan, penerapan organisasi dan manajemen keuangan,
studi banding dilakukan untuk melihat kelompok di tempat lain yang telah
berhasil meningkatkan produktivitas kerja organisasi.

3. Manajemen Sumber Daya

Kegiatan ini untuk menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat
dapat ditingkatkan apabila mereka mampu mengelola sumber daya
dengan baik, termasuk didalamnya adalah kegiatan-kegiatan
pengembangan organisasi sosial yang dapat melakukan fungsi pelayanan
sosial, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, transportasi,
dan kegiatan lain yang dianggap perlu. Di samping itu organisasi ekonomi
diperiukan untuk memformulasikan berbagai kegiatan ekonomi yang ada
menjadi lebih beragam dan luas sehingga dapat memperluas lapangan
kerja. Kegiatan konservasi dan rehabilitas lingkungan demi terciptanya
pembangunan ekologi dan ekosistem juga menjadi perhatian.

Menurut Parson et.al (1994:112-113) menyatakan bahwa proses
pembinaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada
literatur yang menyatakan bahwa proses pembinaan terjadi dalam relasi
satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien (masyarakat) dalam setting
pertolongan perseorangan. Dalam konteks pekejaan sosial pembinaan

dapat dilakukan melalui :




1. Asas Mikro, pembinaan melalui bimbingan tujuannya membimbing
atau melatih masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas
kehidupan. Model yang sering disebut pendekatan yang berpusat
pada tugas (task centered approach).

2. Asas Mezzo, pembinaan dilakukan pada sekelompok klien
(masyarakat), metode ini dilakukan dengan menggunakan
kelompok, media intervensi, tujuan meningkatkan kesadaran,
pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menghadapi
permasalahan.

3. Asas Makro, pendekatan sistem besar (large system Strategy)
perumusan  kebijakan, perencanaan sosial, aksi sosial,
pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik. Metode ini
memandang klien sebagai orang memiliki kompetensi.

Materi yang diperlukan dalam pembinaan mencakup pengaturan
sumber-sumber yang diperlukan, antara lain : pegawai, biaya (money),
peralatan (equipment), bahan-bahan/perlengkapan (material), waktu yang
diperlukan (time will be needs), hal tersebut harus sudah tersedia bila
diperlukan.

Materi pembinaan yang meliputi bagaimana mengalokasikan
pelaksanaan dalam suatu kegiatan yang berhubungan dengan prosedur
pengambilan keputusan dan cara-cara mengorganisasikannya, sehingga
bahan-bahan pembinaan tersebut dapat diinformasikan dalam
pelaksanaannya. Materi pembinaan sangat diperiukan dalam
persiapannya baik dalam bentuk standar atau formulir yang dapat
digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang penting daripada kegiatan
tersebut. Menurut pendapat Soewarno Handayaningrat dalam bukunya

yang berjudul Pengantar Studi limu Administrasi dan Manajemen

menjelaskan pengertian Materi, bahwa:




‘Materi adalah merupakan bentuk standar atau formulir lisan yang
digunakan untuk menggambarkan hal-hal penting  yang
dipraktekkan harus dengan jelas dan teliti, yang merupakan catatan
informasi dalam bentuk standar yang penyampaiannya diatur
secara rapi sebagai dokumen informasi”. (Soewarno,1994:133).

Materi merupakan suatu sumber nilai dan merupakan sumber data
setelah diolah menjadi sumber informasi yang kemudian diatur, dinilai,
sehingga mudah untuk dijadikan bahan dalam suatu kegiatan. Selanjutnya
diperlukan adanya sistem pencatatan informasi dan penyimpanan (filling
and record system) yang sewaktu-waktu dapat digunakan dalam suatu

kegiatan berikutnya.

1.2. Pengertian Ketenteraman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
ke-ten-te'ram-ann1 keadaan tenteram; keamanan; 2 ketenangan (hati,
pikiran). Ketenteraman secara umum dapat didefinisikan sebagai suasana
batin dari individu dan/atau masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan
dan keinginan sesuai norma-norma. Suasana batin yang terpenuhi bisa
disebabkan karena pikiran tak terpenuhi atau terganggu oleh kejahatan di
lingkungan sekitar ataupun kericuhan yang terjadi. Kesibukan pikiran
untuk meng andai- andai keburukan yang akan dialaminya menjadi
pemicu stress dan menyebabkan hati tidak tenang. Pada dasarnya jika
masing- masing individu sudah terhindar dari kegelisahan maka saat itulah
individu tersebut sedang merasakan ketenteraman.

Jika kita membahas tentang Indonesia, apakah sampai saat ini

Indonesia bisa dikatakan sebagai Negara yang masyarakatnya sudah
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merasakan ketenteraman? Rasa tenteram akan tumbuh dengan
sendirinya jika keamanan tetap stabil. Berdasarkan berita di
www.cnnindonesia.com. , Indonesia disebut sebagai Negara paling pesat
peningkatnnya di Asia dalam hal keamanan. Dimana ranking Indonesia
naik dari yang awalnya menempati posisi ke-54 pada tahun 2014 menjadi
posisi ke-46 di tahun 2015. Di tingkat Asia, Indonesia menempati posisi ke
10, setelah Selandia Baru, Jepang, Australia, Singapura, Malaysia,
Taiwan, Laos, Korea Selatan, dan Mongolia. Naiknya ranking yang
berhasil diperoleh Indonesia disebabkan karena adanya penurunan
tingkat kekerasan dan terorisme. Hal ini sedikit berbeda dengan
kenyataan di lapangan. Jika angka 46 menjadi cover sekarang lalu dari
bagian manakah yang dapat membuktikan peningkatan tersebut?
Sedangkan tidak jarang kita dapati kasus begal ataupun terorisme yang
sempat menjadi timeline dari media satu sampai media lainnya, bahkan
sampai dengan makanan yang kita konsumsi sehari-hari pun menjadi
setengah asli, bukan setengah dewa. Begitu banyak berita yang cukup
mencengangkan dan menjadi trend di tahun 2015 ini. Lalu apakah makna
sebenarnya ketenteraman sendiri bagi Negara yang amat kaya raya ini?
Apakah dengan berlanjutnya kontrak pengerukan emas di pulau ujung
timur  Indonesia? Ataukah dengan sibuknya golongan atas
memperebutkan tanda pangkat dengan bertengger di atas keringat
rakyat? Makna tenteram menjadi sangat luas jika kita melihat dari segala

aspek. Seperti yang kita ketahui sistem ABS (Asal Bapak Senang), tentu
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karyawan akan mengatakan semuanya baik-baik saja, menutupi
kekacauan dengan segala cara tanpa melihat apa yang telah dikorbankan.
Memang tenteram, namun hati bapak lah yang sebenarnya tenteram.
Sementara ketenteraman lingkungan dan masyarakat sekitar harus
terkorbankan. Pada dasarnya ketenteraman dapat dirasakan jika
kelompok individu mampu menjaga ketertiban umum, sehingga kerancuan
akan makna ketenteramaan dapat dicegah.
1.3. Pengertian Ketertiban Umum

Manusia merupakan makhluk sosial, hidup berkelompok dan saling
tergantung satu sama lain. Perilaku antara individu satu terhadap individu
lainnya sangat berpengaruh, baik pengaruh yang bersifat positif maupun
negatif. Kehidupan yang tertib dapat membantu manusia untuk
menghindari pengaruh yang buruk. Sangatlah penting bagi setiap individu
untuk menjaga ketertiban umum dalam menciptakan kehidupan yang
harmonis. Ketertiban berasal dari kata tertib dimana terdapat suatu
keadaan yang sesuai dan teratur baik. Ketertiban berarti aturan yang telah
disepakati berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tidak diperlukan lagi
petugas maupun pengawas. Salah satu penyebab pentingnya ketertiban
dapat dilaksanakan adalah diperlukan adanya kepatuhan. Ketertiban
didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan karena norma-
norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang
tidak sama. Maka masyarakat harus mempertahankan tatanan yang ada.

Ketertiban dapat membuat masyarakat disiplin. Seperti kata pepatah,
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“Disiplin tidak menjamin keberhasilan, tapi tidak ada keberhasilan tanpa
disiplin”. Jika masyarakat disiplin dan mampu mengontrol diri maka
dengan mudah ketertiban akan tercipta dan sedikit demi sedikit Negara
Indonesia mampu maju dan mengejar segala ketertinggalan. Dengan
ketertiban seseorang berusaha mengetahui dan mencermati aturan agar
perjalanan menjadi lebih lancar. Ketertiban adakalanya disamakan
dengan ketertiban umum, dimana dalam buku “Pengantar Hukum Perdata
Internasioanal Indonesia” Prof. Drs. Gautama mengibaratkan lembaga
ketertiban umum ini sebagai ‘rem darurat’ yang kita ketemukan pada
setiap kereta api. Harus dipakai dengan hati hati, jika terlalu lekas menarik
rem, maka “Kereta HPI” tak dapat berjalan dengan baik.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja “Ketertiban ” adalah tujuan pokok
dan utama dari segala hukum, kebutuhan terhadap ketertiban ini
merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat
manusia yang teratur, ketertiban sebagai suatu tujuan hukum, merupakan
fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat, manusia dalam segala
bentuknya untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian

dalam pergaulan antarmanusia dalam masyarakat.

1.4. Pengertian Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Telah  kita ketahui bagaimana pengertian pembinaan,

ketenteraman, dan ketertiban umum. Dimana ketertiban merupakan

keadaan yang serba teratur dengan prinsip, kesopanan, kedisiplinan

dengan maksud untuk mencapai suatu yang diinginkan bersama yakni
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terciptanya suasana yang tenteram dan damai. Untuk menjaga stabilitas
ketenteraman dan ketertiban umum tersebut maka periu dilakukan
pembinaan. Pembinaan adalah upaya untuk mendorong dan memotivasi
sumber daya yang dimiliki serta berupaya mengembangkan dan
memperkuat potensi tersebut yaitu penguatan individu dan organisasi
dengan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki. Jadi
pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum ialah upaya untuk
meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum dengan melibatkan

lembaga keamanan negara maupun pemerintah pusat dan daerah serta
masyarakat.

Gangguan Keamanan dan Ketertiban sangat meresahkan
masyarakat atas perilaku seseorang yang bertindak tidak baik, di bawah
ini contoh-contoh permasalahan yang terkadang terjadi pada lingkungan
masyarakat sekitar :

Konflik Sara

Perkelahian

Pencurian dan Perampokan
Perjudian

Anak korban kekerasan
Pencurian motor

Kasus Narkoba
Pembunuhan

. Prostitusi

10. Kejahatan seksual dan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
11. Penculikan

12. Penipuan

13. Kebakaran

14. Kebanijiran

15. Gangguan lain-lain

NGO WN -~




14

Dengan banyak gangguan keamanan di berbagai tempat, timbul
wacana agar keamanan juga dimasukkan ke dalam kategori kebutuhan
dasar masyarakat.

Diberlakukannya ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR-RI/2000 dan
ketetapan MPR Rl Nomor VII/MPR-RI/2000 telah terjadi pembagian fungsi
secara jelas dalam fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu
sebagai berikut :

1. Tugas pokok TNI adalah dalam bidang pertahanan dan dalam
pelaksanaan tugasnya dapat memberikan tugas bantuan kepada
POLRI dalam menjalankan tugas keamanan:

2. Tugas pokok POLRI adalah dalam bidang keamanan dan
ketertiban (KAMTIB) .

Adapun pembagian peran antar TNI, POLRI dan Pemerintah

Daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban yaitu:

1) Peran TNI.

a. Alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan NKRI

b. Menjalankan tugas bantuan :

» Penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan (civil mission)
» Bantuan kepada polri dalam rangka tugas keamanan atas

pemerintah.
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2) Peran POLRI.

a. Alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

b. POLRI menjalankan tugas bantuan :

» Dalam keadaan daruraat kepada TNI
» Penanggulangan kejahatan internasional

> Pemeliharaan perdamaian dunia dibawah bendera PBB.

1.5. Peran Pemerintah Daerah

Dimanifestasikan melalui tugas kepala Daerah pasal 65 ayat (1)
huruf b undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
yakni “Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat’. Bidang
pertahanan dan keamanan serta bidang keamanan dan ketertiban
dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan keamanan (security
approach), sedangkan bidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban
yang menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach)
tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Mengingat bahwa ketenteraman dan ketertiban merupakan suatu
kebutuhan dasar individu dan atau masyarakat, sudah selayaknya apabila
ada partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga partisipasi dari masyarakat
tersebut dapat tersalur secara tepat, dan periu dibangun suatu

mekanisme.
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Pada masa UU Nomor 5 tahun 1974 maupun UU sebelumnya,
pembinaan ketenteraman dan ketertban menjadi tanggung jawab
pemerintah pusat yang pelaksanaannya didelegasikan kepada kepala
wilayah (gubernur, bupati, walikotamadya, walikota, camat) dalam rangka
dekonsentrasi. Pada masa UU Nomor 32 tahun 2004, pembinaan
ketenteraman dan ketertiban tidak hanya didelegasikan kepada Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat, tetapi justru menjadi kewajiban kepala
daerah (propinsi, kabupaten/kota) dan wakil kepala daerah walaupun
tugas wakil kepala daerah untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban
masyarakat tidak disebutkan secara langsung. Begitu juga dengan UU No.
9 Tahun 2015. Dalam hal ketertiban umum, pemerintah daerah
mempunyai kewajiban menegakkan peraturan daerah melalui perangkat
daerahnya. Apabila dipandang perlu, Polri akan membantu pemerintah
daerah. Sedangkan Polri menegakan semua peraturan perundang-
undangan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah.

Apabila diperlukan, perangkat pemerintah daerah yang bertugas di
bidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban dapat diminta membantu
pihak Polri. Partisipasi masyarakat memerlukan prasyarat yakni adanya
kesukarelaan, adanya keterlibatan emosional serta adanya manfaat baik
langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya. Partisipasi

masyarakat akan muncul apabila mereka mengetahui, serta memahami
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mengenai hal-hal yang akan dijalankannya. Oleh karena itu diperlukan
langkah-langkah sebagai berikut :

1) Memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai kegiatan
yang akan dilaksanakan;

2) Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan
masukan, baik pada tahap penyusunan kebijakan, tahap
implementasi maupun tahap evaluasinya:;

3) Membahas bersama mengenai pelaksanaan kegiatan, baik
keberhasilan maupun kegagalannya secara terbuka.

Dalam rangka menstimulasi masyarakat agar mau berpartisipasi
dalam bidang ketenteraman dan ketertiban, diperlukan adanya rasa saling
percaya (trusf) antara pemerintah dengan masyarakat serta
antarmasyarakat. Tanpa adanya saling percaya, justru akan timbul rasa
saling curiga, sehingga akan mudah dihasut. Pada sisi lain juga diperlukan
peran, pembagian peran serta tanggung jawab disertai dengan hubungan
yang jelas diantara para entitas (masyarakat, pemerintah pusat,
pemerintah daerah serta pemerintah desa). Pembagian peran masing-
masing entitas dalam kegiatan ketenteraman dan ketertiban dapat
disederhanakan sebagai berikut :

1. Pemerintah pusat.

a. Membuat kebijakan secara makro berkaitan dengan
penciptaan situasi dan kondisi bagi terselenggaranya
ketenteraman dan ketertiban;

b. Menyediakan anggaran guna mendukung pelaksanaan
pembinaan ketenteraman dan ketertiban;

c. Menciptakan mekanisme hubungan kerja antar entitas

secara makro;
Menegakan atuan yang belaku secara nasional;

e. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban
berskala makro.

e
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2. Pemerintah daerah (propinsi, kabupaten/kota)

a.

Membuat kebijakan secara regional dan lokal berkaitan
dengan  penciptaan  situasi dan  kondisi  untuk
terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban.
Menyediakan anggaran guna mendukung pelaksanaan
pembinaan ketenteraman dan ketertiban.

Menciptakan dan melaksanakan hubungan kerja dengan
entitas yang lebih besar maupun entitas yang lebih kecil.
Menegakan aturan yang berlaku secara nasional, regional
serta lokal dalam bidang pembinaan ketenteraman dan
ketertiban

Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban
berskala regional dan lokal guna menunjang dan memberi
konstribusi bagi pembinaan ketenteraman dan ketertiban
berskala nasional.

3. Pemerintah Desa.

a.

Membuat kesepakatan secara lokal dengan masyarakat
setempat mengenai penciptaan situasi dan kondisi untuk
terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban.
Melaksanakan berbagai kebijakan mengenai ketenteraman
dan ketertiban baik secara nasional, regional maupun lokal.
Mendorong  partisipasi masyarakat  dalam bidang
ketenteraman dan ketertiban.

4. Masyarakat.

a.

b.

Berpartisipasi secara aktif dalam berbagai dimensi mengenai
pemeliharaan  ketenteraman dan ketertiban  sesuai
bidangnya masing-masing.

Menikmati hasil pembinaan ketenteraman dan ketertiban.
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MAKNA DEMOKRASI

2.1. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara bangsa (nation state) yang
menganut sistem demokrasi terbesar ke empat di dunia. Negara ini teiah
memiliki pengalaman cukup panjang dalam hal belajar berdemokrasi.
Beranjak dari berbagai bentuk perubahan yang telah terjadi di negara kita
(Indonesia) selama usianya 70 tahun, peristiwa terpenting di antara
perubahan-perubahan dimaksud adalah tentang kehidupan
politik/demokrasi. Nuansa perpolitikan Indonesia sejak declaration of
independent 17 Agustus 1945 - masa puncak dari gerakan revolusi kita -
berbagai catatan sejarah soal bagaimana sistem politik demokrasi itu telah
dan sedang bergerak secara dinamis, bahkan telah membawa perubahan-
perubahan mendasar pada kehidupan sosial-politik rakyat yang semakin
tidak menentu. Inkonsistensi perilaku politik para aktor demokrasi terjadi
pada semua lini.

Kita dapat melihat bagaimana perubahan politik dimaksud terjadi
baik pada tingkat nasional maupun tingkat lokal. Pada tingkat nasional
begitu dahsyatnya proses pergulatan politik di antara para elit partai dari
berbagai aliran atau di kalangan pemimpin selama masa orde lama
misalnya, yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet. Peristiwa
dimaksud mengisyaratkan bagaimana krusialnya sistem politik Indonesia

kala itu. Demokrasi sebagai sistem politik menjadi momok utama dari cita-
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cita perubahan itu. Misalnya, bagaimanakah sebaiknya keadilan dan
kesejahteraan seluruh rakyat dapat dicapai sebagaimana yang
diamanatkan oleh cita-cita revolusi nasional kita 17 Agustus 1945.
Pertentangan kepentingan yang datang dari berbagai kelompok politik
aliran (kelompok agama, komunis, dan nasionalis) dalam setiap kabinet
yang dikonstruksi oleh Presiden Soekarno adalah satu soal penting
tentang bagaimana konsep / model demokrasi yang ingin diterapkan /
diperjuangkan oleh masing-masing kelompok dimaksud, justru semakin
memperparah situasi politik nasional kala itu. Perjalanan panjang Presiden
Soekarno sebagai simbol utama di antara aktor demokrasi mengakhiri
kekuasaannya setelah 20 tahun memimpin bangsa ini untuk sampai
kepada jati diri demokrasi dimaksud, namun masih dianggap gagal oleh
banyak pihak.

Kepemimpinan Soekarno berakhir ketika terjadi peristiwa politik
nasional yakni Gestok (Gerakan 1 Oktober 1965, sebagai term Soekarno,
atau G 30 S PKI sebagai ferm orde baru). Peristiwa ini adalah salah satu
babakan sejarah nasional Indonesia menuju satu pemahaman penting
soal apa itu demokrasi dan bagaimana pendekatan politis sehingga
demokrasi itu dapat berjalan dalam makna yang seharusnya. Peninggalan
Presiden Soekarno dalam demokrasi, mengalami perubahan dalam tiga
pase, yakni pase Demokrasi Pancasila (1945-1955), pase Demokrasi
Liberal / Republik Indonesia Serikat (1955-1959), dan pase Demokrasi

Terpimpin dengan kembali ke UUD 1945 (1959-1965).
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Pada fase berikut Indonesia memasuki era orde baru yang telah
berkuasa selama kurang lebih 32 tahun, dinamika politik nasional
Indonesia cenderung statis. Sistem politik Indonesia pada era ini
mengatas-namakan diri sebagai demokrasi Pancasila, namun kekuasaan
politik dimonopoli dan atau ditentukan oleh satu golongan politik tertentu
yang biasa disebut Golongan Karya (Golkar). Golkar tidak menyebutkan
diri sebagai partai politik namun anehnya bahwa semua peran politik yang
dimainkan oleh Golkar adalah fungsi partai / kontestan politik. Di pihak
lain, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) adalah dua organisasi politik yang secara tegas
disebutkan sebagai partai / kontestan politik.

Pada proses pemilu, pengambilan keputusan hasil pemilu, dan
penataan lembaga-lembaga politik nasional pasca pemilu berjalan secara
parsial di tangan aktor utama Golkar. Organisasi politik ini mendominasi
kedua kontestan lain yang notabene diperlakukan sebagai pelengkap
penderita dalam proses pembanguan demokrasi. Artinya, politik dan
demokrasi dalam praktik politik nasional Indonesia berproses secara
sentralistik di bawah kendali Presiden Soeharto sebagai pemimpin orde
baru, sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar. Karena itu,
banyak kalangan menyebut orde baru sebagai era perpolitkan yang
bersifat otoritarian. Nuansa demokrasi yang berada di dalam
pengekangan orde baru dan Golkar dimaksud telah membawa satu

bentuk akan sejarah perpolitikan nasional justeru semakin mengaburkan
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kesejatian makna demokrasi. Kondisi seperti ini telah menyebabkan
demokrasi menjadi khas Indonesia. Nilai-nilai demokrasi yang hidup di
kalangan rakyat-pun menjadi khas, serba ditekan, terbatas, aspirasi rakyat
tidak dapat berkembang secara alamiah sebagaimana makna dasar
demokrasi itu sendiri.

Menjelang akhir abad 20 sistem politik Indonesia berubah drastis,
dimana rakyat selama 32 tahun dalam hidup terkekang kemudian
bergerak bersama mahasiswa menuntut adanya reformasi total. Tuntutan
ini ditandai oleh berakhirnya kepemimpinan orde baru pada 1998 dan
sekaligus sebagai awal dimulainya sistem politik baru dengan melibatkan
multi partai. Rakyat melalui para wakil rakyat (DPR-RI) menghendaki
terjadinya amandemen UUD 1945 sebagai jalan masuk memulai proses
berdemokrasi secara baik. Harapan masyarakat Indonesia kala itu,
reformasi di segala bidang wajib dilakukan sebagai salah satu esensi
demokrasi. Sehingga pada pemilu 1999 terdapat 48 partai politik peserta
pemilu ikut bertarung secara terbuka dalam rangka memilih pemimpin
nasional. Dengan begitu cita-cita masyarakat Pancasila yakni masyarakat
adil dan makmur sebagaimana yang digaungkan oleh banyak pihak kala
itu - dapat segera terwujud.

Pada era ini demokrasi ditandai oleh beberapa proses politik yang
khas dan dominan, seperti pemilihan langsung dalam Pilpres, sistem multi
partai, dan sistem presidensial. Pergantian Presiden telah berlangsung

sebanyak 6 kali. Namun hiruk pikuk dalam proses Pilpres sebagai bagian
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dari demokrasi yang dicita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia tidak
serta merta berjalan mulus. Lagi-lagi persoalan yang paling krusial selama
era reformasi ini adalah implementasi nilai-nilai demokrasi justru jauh
panggang dengan apinya. Artinya, dilihat dari tingkat kualitas dalam
berdemokrasi itu, para pelaku demokrasi, baik rakyat maupun
pemimpinnya (legislatif, eksekutif dan yudikatify masih sering kali terjebak
pada perilaku politik di luar nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Primordialisme
politik bawaan orde lama dan orde baru yang saling berbenturan dengan
konsep pemikiran politik kalangan intelektual masih menjadi momok
utama atas masalah demokrasi pada era reformasi ini. Pada sisi lain,
sekilas dapat kita saksikan pada setiap proses politik yang menyita
perhatian semua pihak, berbagai macam kecurangan-kecurangan dalam
pemilu, jual beli hukum, dan lain sebagainya, menandakan bangsa ini
masih perlu belajar dalam hal berdemokrasi yang baik.

Bukan waktu yang singkat dengan masa 70 tahun Indonesia
menikmati era kemerdekaan. Selama ini pula perpolitikan nasional kita
masih berjalan pada masa transisi, dan belum juga menemukan sosok
demokrasi dalam makna yang sesungguhnya. Mungkin sebagai salah
satu akar masalah demokrasi, dapat dilihat seperti apa yang telah
dikatakan oleh Stepan’, Indonesia sedang memasuki apa yang sering
disebut sebagai transisi menuju konsolidasi demokrasi. Hanya saja,

konsolidasi demokrasi pada akhirnya membutuhkan peranan para aktor

tLihat Alfred Stepan dalam Toni Andrianus, Mengenal Teori-Teori Politik., hal.10
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demokrasi. Lebih lugas lagi, demokrasi memeriukan kembaran identiknya,
kaum demokrat. Kenyataannya, kaum demokrat yang dibutuhkan itu
masih terkungkung dalam pengaruh kepemimpinan tradisional yang
berakar cukup dalam di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan sumber
kepemimpinan nasional dan lokal yang bermuara kepada perdebatan
klasik, yakni antara kaum intelektual dalam ranah masyarakat sipil dengan
kalangan birokrat yang menempuh karier di pemerintahan. Belum lagi
hadirnya terus menerus perdebatan seputar kepemimpinan sipil dan
militer, mengingat selama empat dasawarsa terakhir ini pengaruh militer
dalam kepemimpinan politik dan pemerintahan begitu dominan.

Berangkat dari beberapa asumsi tersebut di atas, kita dapat
memahami bagaimana pentingnya kualitas berdemokrasi yang
seharusnya dimiliki oleh semua warga bangsa Indonesia. Kualitas
demokrasi adalah sebuah penjaminan secara menyeluruh oleh negara
atas implementasi nilai-nilai hukum pada semua lini kehidupan rakyat.
Semua produk hukum sebagai regulasi dalam tatanan berbangsa dan
bernegara adalah panglima dalam kehidupan berdemokrasi. Karena itu,
siapapun baik rakyat maupun pemimpin wajib taat azas, taat kepada
norma-norma hukum yang berlaku. Karena demokrasi sebagai kebebasan
jelas mengenal batas-batas normatif sebagaimana yang telah ditegaskan
dalam semua produk hukum atau Undang-Undang. Ketika warga negara
melanggar Undang-Undang, maka yang bersangkutan sekaligus

melanggar nilai-nilai demokrasi. Demokrasi hanya bisa menjadi baik
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sebagai sistem politik jikalau nilai-nilai demokrasi itu dapat dipahami dan
ditegakkan dengan baik. Harapan ini tentu masih jauh untuk bisa dapat
dicapai ketika kita menyadari betul tentang bagaimana perilaku politik
rakyat maupun para elit dalam implementasi demokrasi di Indonesia
selama 70 tahun Indonesia mereka. Inilah sesungguhnya berbagai kondisi
darurat khususnya di Indonesia, sehingga mengapa makna demokrasi

menjadi pilihan dalam menentukan tema tulisan ini.

2.2. Etimologi Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata “demos” yang berarti rakyat dan
‘kratos” yang berarti kekuasaan. Makna demokrasi yang tak asing lagi
berdasarkan adopsi pemikiran dari Abraham Lincoin yaitu pemerintahan
“dani rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Demokrasi berasal dari
gagasan Yunani kuno dengan penekanan rakyat yang begitu tinggi,
bentuk pemerintahan yang mengatasnamakan rakyat sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi atau rakyat sebagai raja, terdapat pada istilahnya“Vox
populi , Vox del (Suara rakyat adalah suara Tuhan). Karena kekuasaan
tertinggi jelas berada di tangan rakyat dan prasyarat berdirinya negara
adalah rakyat, kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama.
Namundewasa ini makna demokrasi seringkali diplesetkan sebagai
‘demo-crazy” (demokrasi edan)?, karena kebanyakan pelaksanaannya

sudah menyimpang dari makna demokrasi sebenarnya, inti yang

2 Istilah yang digunakan untuk memaknai demokrasi vang sudah menyimpang dari
seharusnya, lebih banyak kepentingan yang tidak lagi memihak rakyat.
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seharusnya adalah partisipasi rakyat bukan lagi representasi.Kehidupan
demokrasi yang berada dalam titik rendah itulah yang menarik perhatian
kita. Menarik karena tidak sesuai dengan daya piker, daya nalar dan daya
kritis masyarakat yang makin berkembang di satu sisi pengaruh arus
globalisasi, di sisi lain, seyogyanya kehidupan demokrasi kita makin
meningkat. Dalam arti fungsi-fungsi kedaulatan rakyat dan control sosial
yang diamanatkan UUD 1945 terselenggara secara optimal.

Perhatian publik menunjukkan bahwa saat ini demokrasi di
Indonesia berjalan di atas arus ketidakpastian, landasan awal yang
diyakini sebagai pondasi terbentuknya demokrasi lebih banyak kerusakan
karena sebab-sebab tertentu misalnya seperti kultural masyarakat.
Seringkali perbedaan pendapat dijadikan ajang untuk memecah kongsi,
para politisi yang beradu kemampuan dalam pemilu hanya menyiapkan
mental untuk menang dan tidak siap jika kalah. Demokrasi seakan hanya
menjadi identitas tetapi pelaksanaannya justru berlawanan dengan prinsip
demokrasi.

Bahkan di beberapa negara berkembang yang menggunakan
identitas demokrasi, kerusakan akan nilai demokrasi tidak hanya oleh
kultural masyarakatnya tetapi juga secara struktur yang berkembang.
Struktur yang seringkali korup dan watak kekuasaan yang dimiliki tidak
bisa direm membuat struktur bertindak sewenang-wenang, tujuan awal
untuk mementingkan asumsi rakyat menjadi buram. Bahkan dulunya

negara kita mengubah prinsip demokrasi menjadi totaliter atau otoriter.
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Istiah demokrasi yang terus berkembang nampaknya semakin popular
bahkan di kelas komunis sekalipun. Setiap demokrasi didesain untuk
harapan yang lebih baik. Harapan tersebut tidak hanya akan
meningkatkan kebebasan politik dan hak asasi manusia (HAM), tetapi juga
membawa kepada pembangunan ekonomi yang cepat dan meningkatkan
kesejahteraan. Tawaran demokrasi yang serba memberi kelebihan
seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menjadikan suatu negara menjadi
lebih berkembang, jika tidak demokrasi dapat menjadi ancaman

keruntuhan.

Dalam Koran harian di Bernas tentang “Meningkatkan Kualitas
demokrasi (1996)” dijelaskan sebagaimana anggota masyarakat sebagai
warga negara mandiri dapat dengan bebas dan egaliter, tanpa campur
tangan siapapun dan pihak manapun, leluasa bertindak dalam semua soal
kemasyarakatan. Semua atribut primordial maupun kelas sosial
ditinggalkan, karena yang utama adalah sifat publik dan kemasyarakatan.
Dalam konteks ini keberadaan ruang publik yang bebas (free public
sphere) menjadi penting, sebagai wahana bagi anggota masyarakat untuk
mengikuti semua kegiatan publik. Mereka dapat melakukan kegiatan-
kegiatan secara bebas tanpa distorsi dan kekhawatiran, termasuk dalam
mengemukakan pendapat. Namun di negara kita ini, adanya demokrasi
banyak dimanfaatkan dengan menggunakan wewenang yang ada.

Misalnya kewenangan dalam berbagai pungutan liar. Umum memang
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menyebutnya sebagai pungutan liar, namun lama-kelamaan menyerah

saja karena menghemat waktu, tenaga dan juga budaya.

2.3. Manfaat Demokrasi

Dalam suatu kehidupan bernegara, apabila yang memerintah terdiri
atas beberapa kelompok kecil maka disebut pemerintahan “dari atas” atau
“oligarkhi, otoriter ataupun aristokras?. Di lain pihak jika yang memerintah
terdiri dari atas banyak orang, maka sistem politiknya disebut “demokrass”.
Seperti di Indonesia, sejak masuknya era reformasi melalui pemilu 1999,
sistem politik yang berlaku di Indonesia adalah sistem presidensial tapi
masih abu-abu atau tidak tegas karena aturan-aturan yang dibangun oleh
parlemen banyak banyak melanggar yang seakan-akan menganut sistem
parlementer, seperti mengancam atau menjegal usulan program
pemerintah/ presiden. Sistem yang dianut saat itu adalah multicameral
bukan bicameral, presiden tampaknya ingin dijatuhkan setengah jalan.
Mungkin khalayak bertanya mengapa bisa terjadi, namun periu
diperhatikan di satu sisi hal ini telah melanggar nilai-nilai demokrasi, dan
akibatnya adalah bukan lain karena budaya politik oligarkhis (pelaku politik
memperoleh kekuasaan karena dibeli dengan uang melalui politik beli
suara/ money politic dalam pemilu, sogok-sogokan kepada petugas pemilu
dan lain sebagainya). Kondisi demokrasi seperti inilah yang menyebabkan
terjadinya apa yang dimaksud dengan abuse of power yakni
menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan

kelompoknya saja, kemudian hal politik rakyat yang tersalurkan sebagai
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partisipasi politik dikebiri, dikhianati, dibohongi. ltulah nilai demokrasi yang
telah rusak.

Untuk mengatasi hal akan kegagalan dalam berdemokrasi, Carter
dan Herz menguraikan dalam sistem politik demokrasi beberapa uraian
yang menjadi bobot dalam berdemokrasi secara tradisional yang pernah
kita anut, meski pelaksanaannya tidak lagi disahkan namun nilai-nilai yang
terkandung kerapkali dipertimbangkan era ini, yaitu kebaikan bersama,
identitas bersama, hubungan kekuasaan, legitimasi kewenangan, dan
hubungan ekonomi dan politik. Makna kebaikan dijelaskan bahwa faktor
kebaikan bersama tersebut menyangkut persamaan dan kebebasan politik
individu. Lebih jauh lagi penekanannya adalah menyangkut kolektivisme
yang berdasarkan kekerabatan daripada individualisme. Sedangkan
identitas menunjukkan faktor yang mempersatukan masyarakat dalam
sistem politik primordial, seperti suku bangsa, ras dan agama. Oleh
karena itu, ikatan keturunan dan suku bangsa, atau ikatan agama yang
terwujud dalam diri seorang pemimpin yang dominan (otokrat), seperti
sultan, raja, atau kaisar telah menjadi identitas bersama.

Rakyat diangkat derajatnya melalui demokrasi. Misalnya saja saat
pemilihan umum. Baik presiden, menteri, gubernur, bupati memilih di
tempat yang sesuai kartu identitas, memilih dengan pilihan sendiri dan
tidak ada terlihat pembeda diantaranya. Prinsip kesetaraan ini sebagai
bentuk bahwa rakyat memiliki kesamaan di muka umum dan pemerintah

adalah bagian dari rakyat itu sendiri. Selain itu, dengan adanya demokrasi
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maka kepentingan dan keinginan rakyat dapat terpenuhi. Misalnya, rakyat
membutuhkan jembatan untuk mempermudah akses jalan menyeberangi
sungai. Aspirasi rakyat tersebut dapat disampaikan melalui lembaga
perwakilan atau DPRD. Demokrasi membuat rakyat berkontribusi aktif
untuk pelaksanaan pembangunan wilayah. Di samping itu, masukan-
masukan dari rakyat dapat membantu partai politik untuk menentukan visi
dan kebijakan-kebijakan partai, di mana partai diduduki oleh salah
seorang rakyat yang lebih berkompeten dalam perpolitikan, dan dapat
diwujudkan bersama. Melalui partai tersebut aspirasi lebih ampuh untuk
disalurkan ke pemerintah.

Setiap warga negara yang merdeka berhak atas kehidupan yang
layak. Melalui demokrasi hak-hak dasar warga negara dijaga dan
dipelihara. Rakyat berhak memiliki kebebasan asal masih dalam koridor
konstitusi. Meski banyak pernyataan yang menyatakan bahwa kehidupan
demokrasi di Indonesia sangat rendah, karena sistem politikk yang ada
tidak berjalan semestinya. Bukan berarti sistem politik atas UUD 1945 itu
jelek, tetapi sistem itu belum diusahakan berfungsi secara maksimal.
Sebab itu, yang diperlukan saat ini bukan lagi mengganti sistem, tetapi
memfungsikannya atau dengan kata lain revitalisasi. Memang diperlukan
usaha keras untuk memfungsikan sesuai tuntutan zaman dan kesadaran
akan politik yang semakin kritis. Jika saat ini pemilu menjadi acuan untuk
penilaian demokratis tidaknya suatu negara, berarti pelaksanaan pemilu

tidak bisa disepelekan. Jika negara yang mengakui dirinya demokratis
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bisa dilihat bagaimana pelaksanaan pemilu yang berjalan dan apakah
sudah sesuai dengan aspirasi rakyat. Tetapi sekali lagi penulis katakan
bahwa pemilu saat ini sudah berjalan sesuai koridor aturan, tetapi mental

yang dimiliki para politisi dan pendukungnya perlu digembleng.

2.4. Demokrasi sebagai nilai

Pada tahun 1780-an orang-orang di Belgia dan Belanda mulai
menggunakan istilah “demokrat’ untuk menggantikan istilah “aristokrat’®.
Revolusi Amerika dan Prancis secara bersama-sama telah
mendemonstrasikan kekuatan dan kemungkinan munculnya negara-
negara demokrasi. Kesuksesan revolusi Amerika menunjukkan
kemungkinan bagi terbentuknya negara yang diperintah oleh rakyat.
Sejarah baru memang dimulai dari Eropa pada abad ke-19 dan
sesudahnya, yaitu munculnya pemerintah yang mengklaim
pemerintahannya atas nama rakyat. Klaim-klaim tersebut terus menyebar
kemana-mana. Di Spanyol misalnya, invasi kekuatan militer Prancis telah
mengharuskan mereka untuk mengamankan lembaga representative lama
dan memasukkan orang-orang anti-Prancis untuk berjuang di dalamnya.

Pada akhir abad 19 dan awal abad ke-20% arus proses
demokratisasi telah menyebar luas dengan sangat cepat dengan jalur
memasukkan elemen-elemen demokrasi ke dalam program reformasi elit

reformis yang membawa model-model modernitas Eropa. Hingga

3 John Markoff . Gelombang Demokrasi Dunia. hal. 98,
4 Ibid., hal. 126
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pertengahan tahun 1920-an banyak negara yang mengklaim dirinya
demokratis yang signifikan khususnya Eropa Barat dan Amerika Serikat,
mereka tertarik dengan konsepsi demokrasi sebagai kedaulatan rakyat
dan bisa membangun secara bersama.

Meski perkembangan arus global yang semakin pelik, substansi
kehadiran demokrasi di Indonesia tetap terus dikembangkan. Namun
sejauh ini, pembangunan dan pengembangan akan demokrasi masih
dipertanyakan. Pasalnya, banyak dari kita mengakui dahsyatnya
demokrasi namun kita lupa apa substansi yang membangun demokrasi itu
sendiri. Ditilik dari pola dasar pembentukan demokrasi, langkah awal
dalam membangun pondasi demokrasi yaitu dimulai dengan menjunjung
nilai kejujuran. Nilai kejujuran bisa lebih baik jika dikembangkan dengan
pola-pola kepemimpinan yang melekat dalam diri seorang pemimpin.
Memang tidak semua orang memiliki jiwa kepemimpinan apalagi yang
berpola sama, itu sangat mustahil ibarat dua orang kembar identik; meski
kembar, tetap saja ada perbedaan baik dari segi sikap, kebiasaan maupun
anggota tubuhnya. Karena perbedaan tersebut, maka persiapan paling
mutakhir yang dipersiapkan adalah bagaimana menumbuhkan sikap untuk
saling memahami perbedaan dengan landasan kejujuran. Negara kita
menganut prinsip adopsi Abraham Lincoln, dari rakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat, perluasannya adalah menciptakan keadilan sosial sesuai
dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD 1945,

Pemimpin yang adil konsekuensinya pasti melahirkan kesejahteraan
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abadi bagi rakyat. Menurut Hans Kelsen Keadilan sosial akan melahirkan
kebahagiaan bagi segelintir orang yang tidak mendapatkan keadilan
tersebut. Maka esensi demokrasi ternilai dari seberapa jauh nilai kejujuran
yang tertanam untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi sesama.
Kejujuran  yang tertanam dalam jiwa  kepemimpinan
menggambarkan akar yang terus menjalar dan menancap kuat, tanpa
kejujuran runtuhlah demokrasi tersebut. Kejujuran ibarat akar yang
terpelihara baik akan berdampak pada pohon baik batangnya, ranting
maupun daun. Akar menjadi substansi pohon yang baik dan bisa berbuah
lebat. Tanpa akar yang sehat, maka batang, ranting dan daun akan lemas,
sakit dan tidak mampu menghasilkan buah yang enak. Karena akar
memiliki peranan yang lebih, begitu sebaliknya di kehidupan kita pemimpin
akan memiliki kelebihan di mata rakyatnya jika kejujuran menjadi penguat.
Saat ini kejujuran menjadi barang mahal dan langka karena penghargaan
terhadap kejujuran mengalami degradasi. Orang-orang yang jujur seakan
terlihat “bodoh”, sebaliknya ketidakjujuran Iebih menguasai ranah
kepemimpinan saat ini. Korupsi yang merajalela misalnya, diawali dengan
kekuasaan dan kedudukan yang tidak memiliki kejujuran baik dalam
dirinya maupun kejujuran kepada orang lain. Kejujuran menafsirkan
dirinya sebagai aspek berharga karena semboyan “jujuriah walaupun itu
pahit!” sudah tidak bisa bertengger lagi di tengah kehidupan, rasa pahit

dalam semboyan selalu ingin dihindari, saat jujur bisa saja orang-orang
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akan kehilangan jabatan, pangkat, status, dan tentu saja saat ini manusia
seakan menjadi Tuhan yang lebih ditakuti.

Kepemimpinan yang dilandasi kejujuran banyak dirindukan oleh
rakyatnya. Karena kelangkaan tersebut menghantarkan beberapa tokoh
menjadi lebih tinggi derajatnya di mata rakyat yang dipimpinnya. Saat ini
euphoria kampanye pemilihan sang pemimpin menurut penulis diluar
ambang batas kewajaran. Menjadi pemimpin sangatlah tidak mudah
namun belakangan ini semua orang saling sikut merebut kursi nomor 1
(satu). Di zaman sahabat nabi Khalifah Umar bin Khattab pernah ada
seorang gubernur yang berkedudukan di Syiria. Sang gubernur bernama
Said bin Amir. Berbeda dengan gubernur saat ini yang hidup dengan
kemewahan, fasilitas menjanjikan dan kehidupan yang tidak pernah
kekurangan, Said bin Amir tidak pernah ingin memanfaatkan apa yang
negara telah beri untuknya, karena menjadi pemimpin adalah amanat
rakyat dan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak, Said
bin Amir hidup di atas kemiskinan. Pernah suatu hari Umar bin Khattab
memberinya seribu dinar namun karena ia lebih takut akan Tuhannya, ia
takut dunia lebih ia cintai, maka sang gubernur membagikan uangnya
untuk seluruh rakyat Syiria. Di pagi hari la membuat roti untuk
keluarganya, siang hari digunakan untuk mengurus dunia dan malam hari
ia menghususkan untuk beribadah. Meski hidup miskin, tidak ada satupun
rakyatnya yang mengeluhkan kinerjanya dan ia sangat dipercaya. Semua

rakyat sejahtera dan Said bin Amir adalah sosok yang dirindukan, aspirasi
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rakyat selalu dijalankan dan tidak ada harta rakyat yang berkurang
sedikitpun.

Sosok Said bin Amir juga dicontohkan oleh founding father kita,
bung Hatta. Kisah bung Hatta yang sangat menginginkan sepatu Bally
terungkap setelah beliau meninggal dunia. Bung Hatta yang merupakan
mantan wakil Presiden pertama Indonesia bukanlah barang sulit jika ia
memanfaatkan jabatan yang ia miliki. Bisa saja ia memanfaatkan orang-
orang asing rekanan kerjanya, atau para menteri yang menjadi
bawahannya, tetapi hingga akhir hayatnya bung Hatta tidak mampu
memenuhi keinginannya tersebut. la meninggalkan dunia dalam angan-
angan sepatu cantik yang tertanam rapi di buku hariannya. Melihat
fenomena saat ini, tiap-tiap pejabat selalu ingin memamerkan jabatan
yang dimiliki dengan berpakaian mewah, mobil mewah dan hidup yang
glamour, padahal bung Hatta sudah mencontohkan bagaimana menjadi
seorang pejabat tinggi bahkan sekelas wakil presiden berjalan di atas
kesederhanaan dan kejujuran. Tidak sedikitpun uang rakyat diambil oleh
bung Hatta, bahkan uang kompensasi untuk dirinya sebagai wakil
Presiden dikembalikan, beliau takut tidak bisa mempertanggungjawabkan
di hari akhir nanti. Kehidupan yang serba sederhana ini menjadi pelajaran
penting bagi kita bahwa dalam menjalani demokrasi di negara ini, bukan
dengan harta melimpah atau fisik yang sempurna, bung Hatta hanya

membutuhkan kejujuran, integritas diri dan kesederhanaan.
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Roda perputaran demokrasi di Indonesia saat ini telah mencapai
titik yang membingungkan. Pasalnya, negara Indonesia menggunakan ciri
khas demokrasi sebagai identitas tetapi dalam pelaksanaannya, sedikit
aspirasi rakyat yang terpenuhi. Demokrasi dinilai hanya sebatas
keikutsertaan rakyat pada kampanye pemilihan umum dan memilih calon-
calon pemimpin sesuai keinginan sendiri. Memang saat ini kita memilih
para politisi, dan syarat dari rakyat telah terpenuhi. Namun setelah terpilih,
politisi tidak peduli lagi dengan konstituennya, para politisi sibuk menjadi
pelayan bos-bos perusahaan multinasional.® Mereka melalui
kekuasaannya memasukkan perusahaan asing, memberikan kontribusi
besar untuk impor dan melupakan janji-janji yang sempat dirajut bersama
rakyat. Rakyat lagi-lagi merasa untuk apa memilih DPR, Gubernur atau
bupati, reaksi untuk kehidupan mereka tidak akan merubah banyak. Sekali
miskin tetap akan semakin miskin. Bukan karena tidak mampu
berkompetisi, tetapi ruang gerak untuk hal itu yang tidak bisa termiliki.
Mereka dibekukan oleh pemerintahnya sendiri. Memasukkan perusahaan
asing dengan iming-iming royalty dan mempekerjakan rakyat Indonesia

sebagai buruhnya.

2.5. Demokrasi sebagai Institusi
Dalam menjalankan kegiatan demokrasi, suatu negara memiliki
wadah untuk menampung aspirasi-aspirasi rakyat. Institusi atau pranata

merupakan perluasan dari sekedar organisasi. Institusi atau

® |.Wibowo. Negara dan Bandit Demokrasi. (Kompas, 2011)., hal.32.
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norma atau aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus.

Norma/aturan dalam institusi berbentuk tertulis (UUD, UU yang berlaku,

sanksi sesuai hukum resmi yang beriaku) dan tidak tertulis (hukum adat,

kebiasaan yang berlaku, sanksinya ialah sanksi sosial/moral misalkan

dikucilkan)®, merupakan perluasan dari sekedar organisasi. Institusi

demokrasi sebagai pelumas kelangsungan pelaksanaan demokrasi agar

demokrasi dapat berjalan dengan prinsip demokrasi. Institusi terdiri dari

bebagai jenis, diantaranya yaitu institusi formal, institusi swasta, institusi

pemerintah dan institusi non formal.

a.

Institusi Formal

Institusi formal adalah suatu institusi yang dibentuk oleh pemerintah
atau swasta dimana terdapat pengakuan secara resmi dan di
dalamnya ada aturan-aturan yang mengikat baik secara tertulis
maupun tidak tertulis. Institusi pemerintah atau swasta berdiri
berdasarkan kebutuhan akan peraturan dalam melaksanakan
pelayanan kepada masyarakat.

Institusi Pemerintah

Institusi pemerintah, lahir atas kebutuhan akan pelayanan publik
secara prima. Pelayanan publik tidak sekedar senyum, sapa, salam,
tetapi menyangkut kualitas dari pelayanan oublik itu sendiri. misalnya
Lembaga Administrasi Negara.

Institusi Swasta

Institusi swasta adalah institusi yang dibentuk atas dasar sekelompok
orang yang memiliki andil lebih terhadap fenomena yang terjadi di
masyarakat tanpa paksaan dan intimidasi kelompok lain, seperti
pendirian Yayasan Anak Yatim, Lembaga Bantuan Hukum, Partai
Politik, dan sebagainya.

Institusi Non-Formal

Institusi non-formal adalah institusi yang didirikan atas dasar sama
rasa untuk menampung aspirasi sementara dengan lingkup kekuasaan
yang terbatas, tidak ada aturan-aturan yang melekat karena dibentuk
untuk kesejahteraan para anggota.

®https./fid.wikipedia.org/wiki/Pranata. Diakses tanggal 15 Juli 2016
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2.6. Demokrasi sebagai Politik

Menurut George Sorensen (2003:20), langkah pertama dalam
menentukan demokrasi atau tidaknya suatu negara adalah mencari
elemen-elemen kompetisi, partisipasi dan kebebasan di negara tersebut,
tidak hanya di tataran formal, tetapi juga pada praktek yang
sesungguhnya. Untuk menjalankan demokrasi terutama ketika masyarakat
memilih sendiri pemimpinnya, maka dibutuhkan suatu institusi politik untuk
mewujudkannya. Institusi politk atau lembaga yang mewadahi aspirasi
rakyat didesain agar perjalanan demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan
untuk rakyat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Melalui institusi setiap
warga negara dapat terlibat dalam kegiatan proses politik dan
mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Sejarah awal terbentuknya institusi atau lembaga perwakilan
mengutip pandangan A.F Pollard” mengenai pandangan Jacques
Rousseau yang berkeinginan untuk tetap berlanjutnya demokrasi
langsung (direct democracy) sebagaimana pelaksanaannya yang berlaku
pada zaman Yunani Kuno. Namun beberapa faktor seperti luasnya
wilayah suatu negara, populasi penduduk yang sangat cepat, semakin
sulit dan rumitnya penanganan terhadap masalah politik dan kenegaraan,
serta kemajuan ilmu serta teknologi adalah merupakan kendala untuk
melaksanakan demokrasi langsung seperti pada era globalisasi sekarang.

Lanjutan dari pemikiran Rosseau ini lahirlah demokrasi tidak langsung

7 AF Pollard, Op.Cit., hal. 101-102
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(indirect democracy) yang disalurkan melalui lembaga perwakilan atau
yang terkenal dengan nama “Parlemen’, seperti di Indonesia disebut
‘Dewan Perwakilan Rakyat”. Menurut Arendt Lipjhart unsur dari negara
demokrasi adalah adanya badan perwakilan rakyat, karena rakyat tidak
dapat memerintah atau mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya
secara sendiri-sendiri dan membutuhkan perwakilan sehingga lembaga
perwakilan banyak dibentuk di negara-negara yang ada di dunia saat ini,

sebagai perwujudan demokrasi atau kedaulatan rakyat.®

2.7. Demokrasi Sebagai Partisipasi Politik

Partai politik adalah kumpulan sekelompok orang yang memiliki
asumsi untuk membangun wilayah dan pelaksanaannya atas dukungan
rakyat yang ikut terlibat dalam keanggotaan. Menurut Wikipedia.org, partai
politik Indonesia adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk
oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela
kepentingan politk anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Pengertian ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.

2 Tahun 2008 tentang Partai Politik®. Partai politk memiliki tujuan dan

81bid
Penulis mengunduh situs www. wikipedia.org dengan judul Partai Politik. Diakses pada
tanggal 15 Juli 2016
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fungsi untuk bersama-sama mensejahterakan rakyat yang telah
diamanatkan dalam Undang-Undang.

Menurut Budiardjo'®, ada empat fungsi partai politik, yaitu
komunikasi politik, sosialisasi politik, rekruitmen politik dan pengelolaan

konflik. Penjabaran dari keempat fungsi tersebut, adalah sebagai berikut:

a. Sarana Komunikasi Politik
Partai politk menampung dan menyalurkan berbagai aspirasi
masyarakat yang dapat melahirkan kebijakan-kebijakan dan
tersalurkan ke pemerintah. Partai politik dapat menjembatani antara
masyarakat dan pemerintah sehingga terdapat korelasi positif
dalam pembangunan wilayah. Selain itu, partai politik
menggencarkan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah dan
membangun pendidikan politik agar masyarakat lebih mengenal
dan mengetahui pola-pola politik demi memajukan politik negeri.

b. Sarana Sosialisasi Politik
Partai politk harus mempunyai label di masyarakat. Untuk
memperoleh dukungan tersebut, seolah partai politk menunjukkan
kemampuannya dalam membela kepentingan umum, sehingga
mereka mendidik dan membangun orientasi pemikiran anggotanya
terhadap kesadaran hidup berbangsa dan bertanah air. Proses
tersebut dinamakan sosialisasi politik yang dalam wujudnya berupa
seminar, ceramah penerangan, dan lain-lain. Menurut Asshiddigie!
sosialisasi politik dapat pula diartikan sebagai usaha untuk
memasyarakatkan ide, visi dan kebijakan strategis partai politik
kepada konstituen agar mendapatkan feedback berupa dukungan
masyarakat luas.

¢. Sarana Rekruitmen Politik
Di samping sosialisasi politik yang dilakukan untuk memberi bekal
masyarakat akan pengetahuan politik, adapula yang dimaksud
dengan rekruitmen politik untuk mencari dan mengajak orang-orang
yang berbakat untuk aktif sebagai anggota partai politik agar
partisipasi politik di masyarakat semakin meluas. Selain itu,
dibutuhkan generasi penerus atau pembaharu dalam partai politk
mengingat semangat muda lebih diutamakan untuk regenerasi
partai politik.

'®Budiardjo, Miriam, (2003). Dasar-Dasar llmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
"' Asshiddigie, Jimly, (20086). Pengantar llmu Hukum Tata Negara - Jilid Il, Jakarta:
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
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d. Sarana Mengelola Konflik

Dalam berdemokrasi tentunya perbedaan pendapat adalah hal
yang lumrah. Di sini partai politik bertugas untuk mengelola konflik
yang muncul agar tidak semakin melebar. Partai politk menjadi
penengah agar konflik tersebut dapat teredam dan yang
diutamakan saat ini dalam berdemokrasi adalah menyiapkan
mental kekalahan, karena kecenderungan pemerintah selaiu
meyakini dirinya akan menang.

Adapun dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 pasal 11 ayat 1

disebutkan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana:

1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar
menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan
kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan
bangsa indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.

3) Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat
dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

4) Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan

5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan
keadilan gender.

2.8. Demokrasi atau Otoriter?

Sebagai Negara yang menganut faham akan demokrasi, di
manapun berada pastilah mendambakan adanya demokrasi. Demokrasi
sehat, dimana pemerintah ketika menjadi pemimpin maka rakyat sebagai
yang dipimpin, begitu sebaliknya, rakyat menjadi pemimpin dan
pemerintah sebagai yang dipimpin. Rakyat dan pemerintah tidak ada yang
menang atau kalah, keduanya berjalan secara bersama-sama. Rakyat
mendapat prioritas di hati pemerintah, karena tanpa rakyat, tidak ada
artinya suatu pemerintahan. Namun, belakangan ini kerap rakyat

terbungkam dalam suaranya, rakyat menjadi pengikut teori Axiom Robotic,
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dimana rakyat selalu mengikuti suara pemerintahnya, dan pemerintah
tidak pernah salah. Ibaratnya dalam sekolah boarding school, senior
selalu benar, junior hanya mampu membenarkan tanpa ada bandingan.
Jika dibiarkan berlarut, maka sebenarnya Negara kita hanya menganut
demokrasi semu, otoritarian bukan, demokrasi belum terlaksana, cita-cita
bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum menjadi buaian saja.

Negara demokrasi yang kerap didambakan dewasa ini adalah salah
satunya seperti Negara Singapura, meski tidak menganut sebagai Negara
demokrasi, setidaknya nilai-nilai demokrasi ada di sana. Seperti bebas
berkontribusi untuk Negara, bebas mengekspresikan diri dan bebas
memprotes kebijakan yang kurang memihak. Kita tidak perlu menganut
agama Islam secara mayoritas untuk membentuk Negara Islam, Filiphina
yang bukan mayoritas Islam, jika ia menerapkan ajaran-ajaran Islam,
sesungguhnya ia sudah masuk sebagai Negara Islam. Untuk apa
memakai identitas sebgai Negara Islam tetapi pelaksanaannya malah
bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti identitas demokrasi yang kita
gunakan semakin bergesernya zaman, semakin kuat untuk menjadi
identitas saja bukan sebagai prinsip dan nilai lagi.

Meninjau akan demokrasi di Indonesia yang masih belum
demokratis, saya menilai bahwasanya perlu adanya link and match antara
pemerintah dan rakyat. Pemerintah mendengar suara rakyat, begitu
sebaliknya. Di sini bukan perkara siapa menang dan siapa yang kalah,

bukan persoalan siapa yang paling bisa dan siapa yang belum bisa, tetapi
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jauh ke depan pemerintah dan rakyat seperti yang tergambar di atas, yaitu
saling mengisi. Bukankah dalam suatu keluarga jika si ibu ingin
didengarkan tanpa meminta pertimbangan anak maka yang terjadi adalah
anak akan tumbuh menjadi pemberontak. Dan hal yang benar jika
menerapkan demokrasi paling awal adalah di dalam keluarga. Ketika anak
didengarkan maka akan ada hubungan timbal balik, anakpun akan
mendengarkan. Ketika rakyat didengarkan, akan ada hukum timbal balik
pula, pemerintahpun akan didengarkan. Keterkaitan pemerintah dan
rakyat yang tidak terpisahkan ibarat ibu dan anak, maka pilihan demokrasi
seharusnya menjadi yang paling tepat.

Beberapa waktu lalu pernah ada yang mengomentari mengenai isu
pelayanan rumah sakit yang kurang memuaskan. Si penulis atau korban
yang merasakan hal tersebut menuliskan keluh kesahnya dan bercerita
bagaimana pelayanan yang dirasakan yang kurang memuaskan dirinya di
media sosial. Sentak, pihak rumah sakit menuntut adanya pencemaran
nama baik disitu. Bahkan ingin membawa perkara ke pengadilan. Negara
Indonesia adalah Negara bebas akan pers, bebas berpendapat dan bebas
berekspresi. Sejauh ini, kebebasan tersebut kerap disalahartikan, kita
terkadang hanya menerima saran saja tanpa siap mengahadapi kritikan.
Wajar, jika kita senantiasa ingin hidup dalam pujian, meski itu bukan hal
yang terpuji. Kebebasan di sini kerap diartikan yang enak-enak saja tanpa
ingin menelan rasa pahit. Diperparah lagi oleh Negara yang senantiasa

ingin dilayani, ingin teknologi canggih tanpa membuat sendiri teknologi itu,
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tanpa pemikiran dan realisasi, semakin dilayani maka secara sadar atau
tidak kita telah mengalami reduksi akan kesadaran, terlalu terbuai hingga
melupakan bagaiman caranya berusaha sendiri.

Demokrasi masih tetap menjadi cita-cita kita sampai kapanpun
juga, bahkan perubahan itu terus dibuat sedemikikian rupa dalam
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan
Bupati, bahkan sampai Peraturan Ketua RT. Tak masalah menggantung
cita-cita, semakin tinggi ia, semakin berusaha kita menggapainya dan
semakin tegar kita mengahadapi haluan yang ada. Namun bukan berarti
demokrasi menjadi cita-cita tetapi kita malah membuatnya berputus asa
karena tidak cooperative, terlalu banyak kepentingan, kepala daerah
terlalu memikirkan perut sendiri atau berpikir bagaimana dana kampanye
bisa kembali, rakyat hanya menjadi alasan mereka berdiri dan realisasi
janji terabaikan. Jika kita mau demokrasi, sebaiknya demokrasi
sepenuhnya, jika otoriter, ofiriter sepenuhnya, setengah-setengah hanya

akan menjadi manusia setengah salmon.

Mengingat arti pentingnya demokrasi bagi setiap elemen
lingkungan, tentu hal yang tidak mudah jika berada di lingkungan yang
serba otoriter, hak-hak suara terbelenggu, gerak-gerik terbatasi dan
banyak kekangan yang membuat kemerdekaan atas pribadi menjadi
padam. Demokrasi yang baik, demokrasi yang semata-mata
mengedepankan tujuan dari demokrasi itu sendiri, yaitu rakyat dan

kesejahteraannya. Maka dari itu, untuk memenuhi kapasitas
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kesejahteraan yang pengukurannya mungkin agak sulit, tetapi setidaknya
kehadiran pemerintah dan pemenuhan untuk kebutuhan rakyat terpenuhi.
Kita menyadari kita berdemokrasi tetapi jauh dari demokrasi. Demokrasi
tidak harus dimulai dari skala nasional, tetapi dimulai dari lingkungan
keluarga, masyarakat, sekolah, dan dalam bentuk organisasi, ketika setiap
elemen menyadari akan demokrasi, maka tidaklah susah untuk

membentuk demokrasi dan melaksanakannya.

29. Kepemimpinan Hasta Brata Sebagai Solusi

Hasta Brata, atau Wahyu Makutha Rama merupakan sebuah ilmu
yang termasuk bukan ilmu sembarangan. Artinya memiliki makna yang
sangat tinggi yang terkandung di dalam prinsip-prinsip hukum alamiah di
dalamnya. Dalam cerita pewayangan wahyu Makutha Rama atau dikenal
pula sebagai iimu Hasta Brata pernah berhasil sukses menghantarkan
dua tokoh atau dua orang raja besar titisan Bathara Wisnu, yakni Sri
Rama Wijaya duduk sebagai raja di kerajaan Ayodya, dan Sri Bathara
Kresna adalah raja yang bertahta di kerajaan Dwarawati. Selanjutnya
diceritakan Sri Bathara Kresna membuka rahasia iimu Hasta Brata kepada
Raden Arjuna Wiwaha, sebagai saudara penengah di antara Pendawa
Lima. Dikatakan bahwa anasir ke-delapan unsur alam semesta tersebut
dapat menjadi teladan perilaku sehari-hari dalam pergaulan masyarakat

teriebih lagi dalam rangka memimpin negara dan bangsa. Inilah
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sebagaimana yang dimaksudkan dengan sinergi dan harmonisasi antara

jagad kecil dengan jagad besar.12

Kedelapan unsur alam semesta tersebut menggambarkan pula 8

Dewa beserta sifat-sifatnya, seperti di bawah ini :

1.

2.

Mulat Laku Jantraning Bantala (Bumi ; Bathara Wisnu)
Mulat Laku Jantraning Surya (Matahari ; Bathara Surya)
Mulat Laku Jantraning Kartika (Bintang ; Bathara Ismaya)
Mulat Laku Jantraning Candra (Rembulan ; Bathari Ratih)
Mulat Laku Jantraning Samodra atau Tirta (Bathara Baruna)
Mulat Laku Jantraning Akasa (Langit ; Bathara Indra)

Muiat Laku Jantraning Maruta (Angin ; Bathara Bayu)

Mulat Laku Jantraning Agni (Api ; Bathara Brahma).

a. Watak Bumi (Hambeging Kisma)

Digambarkan watak Bathara Wisnu sebagai karakter bumi yang

memiliki sifat kaya akan segalanya dan suka berderma. Karakter bumi

yang dimaksud adalah seseorang yang memiliki sifat kaya hati. Kaya,

berarti rela menghidupi dan menjadi sumber penghidupan seluruh

makhluk hidup. Bumi secara alamiah juga berwatak melayani segala yang

hidup. Bumi dengan unsur tanahnya bersifat dingin, sebaliknya bersifat

luwes (fleksibel) mudah adaptasi dengan segala macam situasi dan

kondisi tanpa harus merubah unsur-unsur tanahnya. Maknanya, sekalipun

seseorang bersifat mudah adaptasi atau fleksibel namun tidak mudah

12“https://sabdaIanqit.wordpress.com/cateqory/ﬁIsafat-pewavanqan/pusaka-hasta—brata—

wahyu-makutha-rama/. Diakses pada tanggal 15 Juli 2016.
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dihasut, tak mudah diprovokasi, karena adanya ketenangan pikiran,
kebersihan hati, dan kejernihan batinnya dalam menghadapi berbagai
macam persoalan dan perubahan.

Bumi juga selalu menempatkan diri berada di bawah menjadi alas
pijakan seluruh makhluk. Artinya seseorang yang bersifat bumi akan
bersifat rendah hati, namun mampu menjadi tumpuan dan harapan orang
banyak. Sifat tanah berlawanan dengan sifat negatif api. Maka tanahlah
yang memiliki kemampuan efektif memadamkan api. Api atau nar,
merupakan ke-aku-an yang sejatinya adalah “iblis” yakni tiada lain nafsu
negatif dalam diri manusia. Seseorang yang bersifat bumi atau tanah,
tidak akan lepas kendali mengikuti jejak nafsu negatif.

Bumi dalam hukum adi kodrati memiliki prinsip keseimbangan dan
pola-pola hubungan yang harmonis dan sinergis dengan kekuatan
manapun. Namun demikian, pada saat tertentu bumi dapat berubah
karakter menjadi tegas, lugas dan berwibawa. Bumi dapat melibas
kekuatan apapun yang bertentangan dengan  hukum-hukum
keseimbangan alam. Seseorang yang memiliki watak bumi, dapat juga
bersikap sangat tegas, dan mampu menunjukkan kewibawaannya di
hadapan para musuh dan lawan-lawannya yang akan mencelakai dirinya.
Akan tetapi, bumi tidak pernah melakukan tindakan indisipliner yang
bersifat aksioner dan sepihak. Karena ketegasan bumi sebagai bentuk

akibat (reaksi) atas segala perilaku disharmoni.
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b. Watak Matahari (Hambeging Surya)

Matahari bersifat menerangi. Seseorang yang berwatak matahari
akan selalu menjadi penerang di antara sesama sebagaimana
watak Bathara Surya. Mampu menyirnakan segala kegelapan dalam
kehidupan. Kapanpun dan di manapun ia akan selalu memberikan
pencerahan kepada orang lain. Matahari juga menghidupi segala makhluk
hidup baik tumbuhan, hewan dan manusia. Manfaat matahari menjadi
penghangat suhu agar tidak terjadi kemusnahan massal di muka bumi
akibat kegelapan dan kedinginan. Seseorang yang berwatak matahari, ia
menjadi sumber pencerahan bagi kehidupan manusia, serta mampu
berperan sebagai penuntun, guru, pelindung sekaligus menjalankan
dinamika kehidupan manusia ke arah kemajuan peradaban yang lebih
baik. Sikap dan prinsip hidup orang yang berwatak matahari, ia akan
konsisten, teguh dalam memegang amanat, tidak mudah terkaget-kaget,
tidak gampang heran akan hal-hal baru dan asing.

Seseorang watak matahari ibarat perjalanan matahari yang berjalan
pelan dalam arti hati-hati tidak terburu-buru (kemrungsung), langkah yang
pasti dan konsisten pada orbit yang telah dikodratkan Tuhan
(istikomah). Seseorang harus teguh dalam menjaga tanggungjawabnya
kepada sesama. Tanggungjawabnya sebagai titah (khalifah) Tuhan, yakni
menetapkan segala perbuatan dan tingkah laku diri ke dalam “sifat”
Tuhan. Tuhan Maha Mengetahui; maka kita sebagai titah Tuhan

hendaknya terus-menerus berusaha mencari ilmu pengetahuan yang
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seluas-luasnya dan setinggi-tingginya agar ilmu tersebut bermanfaat untuk
kemajuan pradaban manusia, menciptakan kebaikan-kebaikan yang
konstruktif untuk kemaslahatan semua orang dan menjaga kelestarian
alam sekitarnya.

c. Watak Bintang (Hambeg Kartika)

Kartika atau bintang berwatak selalu mapan dan tangguh,
walaupun dihempas angin prahara (sindhung riwut) namun tetap teguh
dan tidak terombang-ambing. Sebagaimana watak Bathara Ismaya,
dalam menghadapi persoalan-persoalan besar tidak akan mundur
selangkahpun bagaikan langkahnya Pendawa Lima. Sifat Bethara Ismaya
adalah tertata, teratur, dan tertib. Mampu menghibur yang lagi sedih, dan
menuntun orang yang sedang mengalami kebingungan, serta menjadi
penerang di antara kegelapan. Seseorang yang mengadopsi perilaku
bintang, akan memiliki cita-cita, harapan dan target yang tinggi untuk
kemakmuran dan kesejahteraan tidak hanya untuk diri sendiri namun juga
orang banyak. Maka sebutan sebagai “bintang” selalu dikiaskan dengan
suatu pencapaian prestasi yang tinggi. Posisi bintang akan memperindah
kegelapan langit di malam hari. Orang yang berwatak bagai bintang akan
selalu menunjukkan kualitas dirinya dalam menghadapi berbagai macam

persoalan kehidupan.

d. Watak Rembulan (Hambeg Candra)
Candra atau rembulan, berwatak memberikan penerang kepada

siapapun yang sedang mengalami kegelapan budi, serta memberikan
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suasana tenteram pada sesama. Rembulan membuat terang tanpa
membuat “panas” suasana (dapat ikannya, tanpa membuat keruh
airnya). Langkah rembulan selalu membuat sejuk suasana pergaulan dan
tidak merasa diburu-buru oleh keinginannya sendiri. Watak rembulan
menggambarkan nuansa keindahan spiritual yang mendalam. Selalu
mengarahkan perhatian batinnya senantiasa berpegang pada harmonisasi
dan  keselarasan terhadap hukum alam (arab; kehendak
ilahi/musyahadah). Rembulan mampu memahami apa yang menjadi
kehendak (kebijaksanaan).

Orang yang berwatak rembulan, selalu mengagumi keindahan
ciptaan Tuhan yang tampak dalam berbagai “bahasa” alam sebagai
pertanda kebesaran Tuhan. Bulan purnama menjadi bahasa kebesaran
Tuhan yang indah sekali. Orang-orang tua dan anak-anak zaman dahulu
selalu bersuka ria saat merayakan malam bulan purnama. Karena
menyaksikan keindahan malam bulan purnama, bagai membaca “ayat-
ayat” Tuhan, mampu menggugah kesadaran batin dan akal-budi manusia
akan keagungan Tuhan. Sayang sekali kebiasaan itu sudah dianggap
kuno, kalah dengan hiburan zaman modern yang kaya akan tawaran-
tawaran hedonis. Bahkan secara agama, kebiasaan merayakan “padhang
mbulan“ oleh orang-orang tertentu dianggap sebagai tradisi yang sia-sia
karena tidak menimbulkan pahala. Padahal bulan purnama memiliki
khasiat lain sebagai media terapi lahir dan batin di saat terjadi berbagai

kegelisahan jiwa. Sinar bulan purnama sangat baik untuk mengobati
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segala macam penyakit dengan cara menjemur diri di bawah sinar bulan
purnama.
e. Watak Samodra

Mengambil sisi positif dari watak samodra. Samodra atau lautan
memiliki karakter yang dapat memuat apa saja yang masuk ke dalamnya.
Walaupun berupa sampah industri dan rumah tangga, bangkai anjing,
bangkai manusia, semua dapat diterima dengan sikap tulus tidak pernah
menggerutu. Dalam terminologi Jawa terdapat kalimat permohonan maaf
sebagai berikut; nyuwun lumebering sih samodra pangaksami bilih
wonten kathahing kalepatan. Watak samudra maknanya adalah hati yang
luas, penuh kesabaran, serta siap menerima berbagai keluhan atau
mampu menampung beban orang banyak tanpa perasaan keluh kesah.
Samodra menggambarkan satu wujud air yang sangat luas, namun di
dalamnya menyimpan kekayaan yang sangat bernilai dan bermanfaat
untuk kehidupan manusia. Namun samodra tidak pernah pamer
potensinya yang bernilai besar kepada orang banyak. Samodra
memendam segala kemampuan, kelebihan dan potensinya berada dalam
kandungan air yang dalam. Watak samodra menggambarkan jalma tan
kena Kkinira, orang yang tampak bersahaja, tidak norak, tidak dapat
disangka-sangka sesungguhnya ia menyimpan potensi yang besar di
berbagai bidang, namun tabiatnya sungguh jauh dari sifat takabur, atau

sikap menyombongkan diri.
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Manusia watak samodra, tidak pernah membeda-bedakan
golongan, kelompok, suku, bangsa, dan agama. Semua dipandang sama-
sama makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kesamaan derajat di hadapan
Tuhan. Yang mebedakan adalah akal-budinya, keadaan batin, serta
perbuatannya terhadap sesama. Dalam bidang keilmuan, watak samodra
akan sangat arif dan bijaksana. Sekalipun beriimu tinggi ia sangat
merendah bahkan berlagak bodoh. Sebagaimana watak Bima Sena, yang
mampu menutupi (tidak pamer) akan ilmunya yang luas, sehingga dapat
menyesuaikan diri secara sempurna dengan siapapun dan di manapun ia
berada. Satu lagi, watak samodra yang paling dahsyat adalah
kemampuannya untuk menetralisir segala yang kotor dan polutan. Limbah
tak bertanggungjawab yang dibuang ke laut akan diproses secara pelan-
pelan dan akhirnya racun dan bakteri yang masuk ke laut akan tak
berdaya bergulat dengan molekul air samodra yang jenuh akan unsur
garam. Orang berwatak samodra akan mampu mengurai dan memberikan
jalan penyelesaian berbagai problema yang ia hadapi, maupun problema
yang dialami orang lain.

f. Watak Air (Hambeg Tirta)

Mengambil sisi positif dari watak maruta. Tirta atau air berwatak
selalu rendah hati dalam perilaku badan dan perilaku batin. Selalu
menempatkan diri pada tempat yang rendah, umpama perilaku dinamakan
rendah hati (lembah manah) dan sopan santun (andhap asor). Orang

yang berwatak air akan selalu rendah hati, mawas diri, bersikap tenang,
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mampu membersihkan segala yang kotor. Air selalu mengalir mengikuti
lekuk alam yang paling mudah dilalui menuju samodra. Air adalah
gambaran kesetiaan manusia pada sesama dan pada kodrat Tuhan. Air
tidak pernah melawan kodrat Tuhan dengan menyusuri jalan yang
mendaki ke arah gunung, meninggalkan samodra. Orang yang berwatak
air, perbuatannya selalu berada pada kehendak Tuhan, jalan yang
ditempuh selalu diberkahi. Sehingga watak air akan membawa seseorang
menempuh jalan kehidupan dengan irama yang paling mudah, dan pada
akhirnya akan masuk kepada samodra anugrah Tuhan Yang Maha Besar.
Tapi jangan mengikuti watak air bah, tsunami, lampor, rob, yang melawan
kodrat Tuhan, perbuatan seseorang yang menerjang religi, tatanan sosial,
tata krama, hukum positif, serta hukum normatif.

Berwatak air, akan membawa diri kita dalam sikap yang tenang, tak
mudah stress, tidak mudah bingung, tidak gampang kagetan, lemah-
lembut namun memiliki daya kekuatan yang sangat dahsyat. Sikap kalem
tidak bertabiat negatif. Namun hati-hatilah karena orang sering merasa
sudah mengikuti watak air, namun tidak menyadari yang diikuti adalah air
bah, maknanya adalah watak cenderung membuat kerusakan, diburu-
buru, tanpa perhitungan, asal ganyang, buta mata akan resiko, yang
penting gasak dulu, urusan dipikir dibelakang.

g. Watak Langit (Hambeg Akasa)
Akasa atau langit. Bersifat melindungi atau mengayomi terhadap

seluruh makhluk tanpa pilih kasih, dan memberi keadilan dengan
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membagi musim di berbagai belahan bumi. Watak langit ini relatif paling
sulit diterapkan oleh manusia zaman sekarang, khususnya di bumi
nusantara ini. Seorang pemimpin, negarawan, politisi, yang mampu
bersikap tanpa pilih kasih dan bersedia mengayomi seluruh makhluk
hidup, merupakan tugas dan tanggungjawab yang sangat berat. Apalagi di
tengah kondisi politk dan kehidupan bermasyarakat yang cenderung
mencari benarnya sendiri, mencari untungnya sendiri, dan mencari
menangnya sendiri. Tidak jarang seseorang, atau wakil rakyat yang hanya
memperjuangkan kepentingan partainya saja, bukan kepentingan bangsa.
Bahkan anggota legislatif, pimpinan masyarakat, para aktor intelektual,
pemuka spiritual terkadang tak menyadari sedang mengejar
kepentingannya sendiri, atau kepentingan kelompoknya saja. Orang-orang
di luar diri atau kelompoknya dianggap tidak penting untuk diayomi. Orang
yang berbeda peristilahan, bahasa, budaya, adat istiadat, dan tradisi
sekalipun sebangsa dan setanah air, tetap saja diasumsikan sebagai
orang yang tak periu di bela dan dilindungi. Bahkan orang-orang tersebut
dianggap sesat, pembual, pembohong, penipu. Prasangka-prasangka
negatif ini sangat bertentangan dengan watak akasa. Akasa atau langit
akan melihat secara gamblang beragamnya persoalan kehidupan di muka
bumi ini. Kewaskitaan akasa seumpama mata satelit, ia akan
menyaksikan bahwa ternyata di atas bumi ini terdapat ribuan bahkan
jutaan jalan spiritual menuju satu titik yang sama, meskipun jalan yang

ditempuh sangat beragam dan berbeda-beda. Maka watak langit tak suka
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menyalahkan orang lain, tak suka menghujat sesama, tak suka memaki
dan mengumpat sekalipun terhadap orang yang memusuhinya.

ltulah watak langit, sebagaimana terdapat pada Bethara Indra.
Justru terhadap semua manusia apapun watak, dan bagaimanapun
sikapnya Bethara Indra akan selalu ngemong sesama, mampu mengelola
watak mengalah, mampu menahan diri, meredam emosi, dan
membimbing seluruh makhiuk hidup dengan cara yang penuh dengan
kasih sayang.

h. Watak Angin (Hambeg Maruta)

Maruta atau angin atau udara. Mengambil sisi positif dari watak
angin Bathara Bayu. Angin memiliki watak selalu menyusup di manapun
ada ruang yang hampa, walau sekecil apapun. Angin mengetahui situasi
dan kondisi apapun dan bertempat di manapun. Kedatangannya tidak
pernah  diduga, dan tak dapat dilihat. Seseorang yang
berwatak samirana atau angin, maknanya adalah selalu meneliti dan
menelusup di mana-mana, untuk mengetahui problem-problem sekecil
apapun yang ada di dalam masyarakat, bukan hanya atas dasar kata
orang, katanya, konon, dsb. Watak angin mampu merasakan apa yang
orang lain rasakan (empati), orang berwatak angin akan mudah simpati
dan melakukan empati. Watak angin sangat teliti dan hati-hati, penuh
kecermatan, sehingga seorang yang berwatak angin akan mengetahui

berbagai persoalan dengan data-data yang cukup valid dan akurat.
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Sehingga menjadi orang yang dapat dipercaya dan setiap ucapannya

dapat dipertanggungjawabkan.

i Watak Api (Hambeg Agni)

Agni atau api atau dahana. Yang diambil adalah sisi positif dari
watak api yakni Bathara Brahma. Watak api adalah mematangkan dan
meleburkan segala sesuatu. Seorang yang mengambil watak api akan
mampu mengolah semua masalah dan kesulitan menjadi sebuah
pelajaran yang sangat berharga. la juga bersedia untuk melakukan
pencerahan pada sesama yang membutuhkan, murah hati dalam
mendidik dan menularkan ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang
haus akan ilmu. Mematangkan mental, jiwa, batin sesama yang
mengalami stagnansi atau kemandegan spiritual. Api tidak akan mau
menyala tanpa adanya bahan bakar. Maknanya seseorang tidak akan
mencari-cari masalah yang bukan kewenangannya. Dan tidak akan
mencampuri urusan dan privasi orang lain yang tidak memerlukan
bantuan. Api hanya akan melebur apa saja yang menjadi bahan bakarnya.
Seseorang mampu menyelesaikan semua masalah yang menjadi
tanggungjawabnya secara adil (mrantasi ing gawe). Serta tanpa
membeda-bedakan mana yang mudah diselesaikan (golek penake dewe),
dan tidak memilih berdasarkan kasih (pilih sih) , memilih berdasarkan

kepentingan pribadinya (golek butuhe dewe).
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Kebulatan dalam menerapkan Hasta Brata dapat menumbuhkan
sikap dan tekad bulat menetapkan diri serta menjauhkan diri dari segala
sikap berseteru dengan Tuhan, sebaliknya selalu eling dan waspadha,
dapat menselaraskan antara ucapan dengan perbuatan. Selalu
mengutamakan sikap sabar dalam menghadapi semua kesulitan dan
penderitaan, berpendirian teguh tidak terombang-ambing oleh keadaan
yang tidak menentu, tidak bersikap gugon  tuhon atau anut
grubyug (taklid), ela-elu, sikap asal-asalan. Pikiran kritis, hati yang bersih,
batin yang selalu bening tidak berprasangka buruk, serta tidak mencari-
cari keburukan orang lain. Bersikap legawa dan menerima apa adanya
akan hasil akhir (qona’ah) terhadap apa yang diperolehnya. Dengan tetap
memiliki semangat juang dan selalu berusaha tanpa kenal putus asa.

Dimilikinya watak, sifat, karakter, tabiat sebagaimana terangkum
dalam Hasta Brata yang dapat membuka “olah rasa” untuk
selalu eling mampu berkecimpung dalam pergaulan luas dan segala
tatanan masyarakat. Pasrah dengan bersandar pada kecermatan fikir dan
kebersihan nalar. Untuk mengupayakan jalan hidup agar tidak keluar dari
rambu-rambu dalam mewujudkan harapan, serta menciptakan
ketenteraman, keselamatan dan kesejahteraan bersama. Demikianlah
nilai-nilai kepemimpinan yang terkandung di dalam falsafah Hasta Brata
yang menjadi pusaka pegangan Prabu Rama Wijaya dan Prabu Sri
Bethara Kresna sewaktu jumeneng raja di tlatah Ayodya Pala yang

diwejangkan juga kepada Raden Arjuna.
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Ada tiga nilai terpenting yang dapat dijadikan benang merah :

Pertama; pola kepemimpinan Prabu Rama Wijaya dan Prabu Sri
Bathara Kresna yang menjadi nilai-nilai luhur dan patut menjadi
teladan bagi siapapun yang menjadi pemimpin bangsa ini. Beliau
berdua mampu memimpin negara dengan adil dan bijaksana,
sehingga nama keduanya sangat harum di mata rakyatnya.

Kedua, walaupun bertemakan kepemimpinan, namun nilai-nilai
luhur yang terkandung di dalamnya dapat menjadi teladan
siapapun, sekalipun bukan pimpinan negara, karena setiap
manusia minimal menjadi pemimpin atas dirinya sendiri. Bila
seseorang mampu menghayati dan mengamalkan pusaka Hasta
Brata pastilah akan menemukan keharmonisan dalam kehidupan
dan pergaulan masyarakat.

Ketiga; bila kita meneladani kedelapan bagian dari jagad raya
tersebut berarti kita memasuki wilayah spiritual yang bernilai
religiusitas tinggi. Membaca tanda-tanda alam sama halnya
memahami kegungan Tuhan. lbarat membaca ayat-ayat Tuhan
yang tersirat dalam bahasa kebijaksanaan kodrat alam. Umpama
kalimat tanpa tulisan, papan tulis tanpa ada tulisan. Dapat juga
dipersonifikasikan sebagai “tapaking kuntul anglayang’.

Alam semesta beserta seluruh tanda-tandanya sebenarnya

merupakan ayat yand

tersirat. Jika mau jujur, lihat dan cermatilah

kebijaksanaan yang tampak dalam bahasa alam tiada nilai yang

bertentangan atau berg

inggungan dengan ayat kitab suci manapun. Ini

cukup membuktikan bahwa ilmu Tuhan teramat luas tiada batasnya.Jika

anda ingin melihat BUK

I'l (bukan sekedar tulisan) kebesaran Tuhan, maka

lihatlah tanda-tanda menakjubkan yang terdapat dalam ruang-ruang jagad

raya. Pergilah ke gun

ung, ke pantai, pandangi sunrise dan sunset,

gelombang laut, resapilah saat hujan dan badai menerpa, guntur dan kilat

menyambar, semua merupakan kalimat akan kebesaran Tuhan. Sekali

lagi, makna yang tersi

mpan dalam kalimat tanpa tulis dan kata-kata.

Kalimat yang tidak dibatasi oleh bahasa, suku, dan bangsa tertentu. Kata-
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kata dan huruf yang tidak terkungkung oleh adat istiadat, tradisi, dan
ajaran tertentu. Istilah yang tidak tergantung oleh ilmuwan tertentu.
Karena hakekatnya adalah kalimat universal, diperuntukkan untuk segala
yang hidup, tidak terbatas manusia, namun binatang dan makhluk gaib
semuanya. Tidak terbatas hanya untuk pemimpin, kepala suku, rakyat
jelata, bangsawan, orang-orang sudra. ltulah bukti nyata kebesaran Tuhan
Yang Maha Tunggal, Yang lebih dari Maha Besar. Tuhan yang lebih dari
Maha Adil dan Bijaksana. Sayang sekali, manusia sering bertengkar gara-
gara tak mampu menangkap anugrah perbedaan.

Kepemimpinan Hasta Brata dan maknanya yang tertulis maupun
tidak tertulis, hanya mampu dijalankan oleh orang-orang yang sadar akan
tugasnya sebagai pemimpin, bukan sekedar mengaku menjadi pemimpin
dengan membawa style yang terlalu mendewa, pemimpin dengan hasta
bratanya sudah sangat dirindukan lahir dari Rahim ibu pertiwi ini. Semakin
bergesernya zaman, semakin terlupakannya konsep Hasta Brata yang
pertama kali dikenalkan oleh Ranggawarsita (1802-1873). Padahal, jika
saja hasta brata digunakan, Negara Indonesia akan kaya sebagai Negara
demokrasi terbesar yang makmur dan adil, tidak perlu adanya KPK, atau
badan pengawasan lain, karena kesadaran yang timbul sudah matang,
dan lahirnya Negara Indonesia yang baik diawali dari pemimpin yang
memihak rakyatnya dan menjadikan rakyat alasan utamanya berdiri.

Berdasarkan deskripsi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat

diambil sebuah konklusi singkat. Pertama, bahwa substansi demokrasi
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PEMERINTAHAN UMUM

3.1 Pemerintahan Umum dan Urusannya

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang
kemudian mendapat imbuhan “pe” menjadi kata “pemerintah” yang berarti
badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu Negara.
Secara ilmiah, pengertian pemerintah dapat dibedakan dalam dua
pengertian yaitu pemerintah sebagai organ (alat) negara yang
menjalankan tugas dan perintah sebagai fungsi dari pemerintah. Dalam
arti luas pemerintah diartikan sebagai lembaga legislatif, eksekutif dan
yudikatif dimana setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing.
Namun dalam arti sempit, pemerintah hanya diartikan sebagai eksekutif
saja sebagai pelaksana Undang-Undang.

Sementara pemerintahan dipandang lebih luas dan umum
dibandingkan pemerintah. Pemerintahan mencakup semua aktivitas saling
berhubungan dalam sistem yang fungsinya dijalankan oleh tiga lembaga
tersebut di atas. Legislatif berfungsi sebagai pembuat Undang-Undang,
eksekutif berfungsi sebagai pelaksana Undang-Undang dan yudikatif
sebagai pengawas Undang-Undang. Ketika setiap komponen dapat
menjalankan fungsinya dengan baik, maka perlahan namun pasti tujuan
nasional dapat tercapai sesuai dengan alinea ke-4 pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945.
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Syarat berdirinya suatu negara adalah adanya rakyat, wilayah dan
pemerintah yang berdaulat. Dengan kata lain, tanpa pemerintahan yang
berdaulat Negara tidak mungkin hadir atau berjalan dengan baik. Peran
pemerintah dinilai penting dalam mencapai cita-cita suatu Negara terlebih
lagi persepsi masyarakat yang menilai pemerintah sebagai pemegang
kekuasaan atas kendali Negara. Padahal pemegang kedaulatan
sesungguhnya adalah rakyat dalam Negara itu sendiri. Persepsi yang
terlanjur membudaya ini menjadikan pemerintah sebagai pelaku utama
atas setiap kebijakan yang dinilai salah oleh masyarakat.

Rasyid dalam Labolo (2011) membagi fungsi pemerintahan menjadi
empat bagian, yaitu pelayanan (public service), pembangunan
(development),  pemberdayaan (empowering), dan  pengaturan
(regulation).’®  Keberhasilan pemerintahan suatu Negara dalam
menjalankan sistemnya cenderung dinilai dari keberhasilan menjalankan
empat fungsi menurut Rasyid tersebut. Dampak langsung dapat dirasakan
masyarakat dalam pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah serta
pembangunan yang nyata. Rakyat cenderung ingin dilayani secara cepat
tanpa dipersulit urusannya. Saking praktisnya, masyarakat lebih memihak
pada calo yang dipercaya dapat memperiicin urusannya dibanding harus
menunggu lama. Selain dari segi pelayanan, pembangunan yang nyata
pun dinilai masyarakat sebagai keberhasilan pemerintah yang sedang

berkuasa. Terlebih lagi pembangunan infrastruktur pada daerah-daerah

'3 Dalam Labolo, Memahami llmu Pemerintahan, (Jakarta: Rajawali Pers, 201 1) hal.32
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tertinggal. Sementara yang seharusnya dikembangkan dan dibangun
adalah sumber daya manusia untuk siap menghadapi dan menjalani
tantangan-tantangan ke depan.

Salah satu ciri Negara hukum ditandai dengan pembatasan
kekuasaan dalam penyelenggaraan Negara. Berdasarkan sejarah
perkembangan pemikiran kenegaraan, gagasan pemisahan kekuasaan
pertama kali dikemukakan oleh John Locke dalam buku “Two Treaties of
Civil Government”. Dalam buku tersebut, John Locke membagi kekuasaan
dalam sebuah Negara menjadi tiga cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan
legislatif (legis/ative power) untuk membentuk undang-undang, kekuasaan
eksekutif (executive power) untuk melaksanakan undang-undang, dan
kekuasaan federatif (federative power) untuk melakukan hubungan
internasional dengan Negara-negara lain. 4

Selanjutnya, konsep pemisahan kekuasaan tersebut dikembangkan
oleh Baron de Montesquiei dalam karyanya L’Esprit des Lois (The Spirit of
the Laws) yang membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang,
yaitu kekuasaan membuat undang-undang (legislative), kekuasaan untuk
menyelenggarakan undang-undang yang olehnya diutamakan tindakan di
bidang politik luar negeri (eksekutif) dan kekuasaan mengadili terhadap
pelanggaran undang-undang (yudikatif). Ketiga kekuasaan itu harus

terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai

'4 Dalam Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legis/asi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hal.74
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alat perlengkapan (lembaga) yang menyelenggarakannya.'® Konsepsi

Montesqueu ini dikenal dengan Trias Politica.

a. Legislatif

Berdasarkan keragaman wilayah dan untuk memudahkan
penyelenggaraan pemerintahan menjalankan fungsi-fungsi tersebut
di Indonesia, maka dibuatlah sistem perwakilan didalam sistem
penyelenggaraan pemerintahan, dimana rakyat memilih wakil-
wakilnya untuk duduk dalam lembaga tinggi negara yaitu Majelis
Perwakilan Rakyat (MPR) yang terdiri atas Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diserahi
wewenang legislatif.

Kata Legislasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), berarti pembuatan Undang-Undang. Dengan kata lain
fungsi legislasi atau legislative ialah fungsi untuk membuat undang-
undang. Dalam fungsinya membentuk undang-undang, tentunya
legislasi membutuhkan proses panjang dalam melahirkan sebuah
undang-undang. Sementara itu, Jimly Asshiddigie dalam buku
‘Pengantar llmu Hukum Tata Negara” menyatakan bahwa fungsi

legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan yakni:'é

'S Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1989)
hal. 138

'®Jimly Asshiddiqie, Pengantar limu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006) hal.15
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1. Prakarsa pembuatan undang-undang (legislative
initiation);

2. Pembahasan rancangan undang-undang (law making
process);

3. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-
undang (/faw enactment approval);

4. Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas
perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-
dokumen hokum yang mengikat lainnya (binding decision
making on international law agreement and treaties or
other legal binding documents).

Pada pemerintah pusat terdapat Dewan Perwakilan Rakyat
sebagai lembaga perwakilan yang mewakili setiap daerah
pemilihannya masing-masing dengan fungsi utama yakni
menyuarakan aspirasi rakyat di daerahnya yang kemudian dapat
menjadi kebijakan guna kesejahteraan masyarakat konstituennya.
Oleh karena itu, DPR wajib mempertanggung jawabkan setiap
kebijakannya kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan
sesungguhnya. Sementara itu pada tingkat provinsi dan kabupaten
kota, terdapat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang

bertanggung jawab pada rakyat di daerahnya.

b. Eksekutif

Dalam bidang eksekutif, rakyat menyerahkan kepada
presiden, dan presiden merupakan penanggungjawab
pemerintahan tertinggi. Berdasarkan hal tersebut di atas segala hal
yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan
menjadi tanggung jawab presiden. Dalam rangka memikul

tanggung jawab yang dimandatkan rakyat, presiden membentuk
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pemerintahan dengan cara mengangkat menteri-menteri dan
pejabat setingkat menteri sebagai pembantu pelaksana tugasnya.
Tugas utama presiden bersama kabinet yaitu menyelenggarakan
pemerintahan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana
ditetapkan dalam UUD 1945.

Kewenangan pemerintahan terdiri atas dua jenis
kewenangan polittk dan kewenangan administrasi. Kewenangan
politik adalah kewenangan membuat kebijakan sedangkan
kewenangan administrasi adalah kewenangan dalam
melaksanakan kebijakan. Isi kewenangan pemerintah pusat
mencakup kewenangan pemerintahan umum dan kewenangan di
luar kewenangan pemerintahan umum. Presiden sebagai kepala

pemerintahan pusat mempunyai kewenangan di bidang :

1) Eksekutif
a. Memegang kekuasaan pemerintahan
b. Mentetapkan Peraturan Pemerintahan untuk menjalankan
undang-undang
¢. Mengangkat dan memberhentikan para menteri
2) Legislatif
a. Presiden membuat undang-undang dengan persetujuan
DPR
b. Undang-undang yang telah disetujui oleh DPR tapi tidak
disetujui oleh presiden boleh diajukan lagi pada persidangan
masa itu

Di samping sebagai kepala pemerintahan, presiden juga
sebagai kepala negara, yang mempunyai kewenangan dalam :

1) Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat,
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara

2) Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat
perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain
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3) Menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat
keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang

4) Mengangkat duta dan konsul

5) Menerima duta negara lain

6) Memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi

7) Meberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan?’.

Dalam konteks pemerintahan daerah, eksekutif terdiri dari
kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota beserta wakil kepala
daerah dan perangkat kerja yang melaksanakan fungsi guna
mencapai kesejahteraan melalui pelayanan publik. Kepala daerah
pada tingkat provinsi disebut gubernur, kepala daerah pada tingkat
kabupaten disebut bupati dan pada tingkat kota disebut walikota.
Gubernur dalam tugasnya bertanggung jawab kepada DPRD
provinsi sementara bupati/walikota bertanggung jawab kepada

DPRD kabupaten/kota.

c. Yudikatif

Selain pembuat dan pelaksana undang-undang, terdapat
lembaga yudikatif sebagai pengawas undang-undang. Singkatnya,
setiap pelaksanaan harus selalu terdapat pengawasan. Badan
yudikatif berhak mengawasi serta menghakimi pelanggaran dalam
proses menjalankan undang-undang. Namun secara luas yudikatif
tidak hanya mengawasi eksekutif saja dalam melaksanakan
undang-undang, yudikatif juga mengawasi legislatif dalam proses

pembuatan undang-undang. Singkatnya, yudikatif menjaga agar

7 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo,
Jakarta, 2005, hal.77-78
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peraturan dalam undang-undang yang telah dibuat harus ditaati
oleh semua pihak. Di Indonesia dikenal tiga badan yang berkaitan
dengan fungsi pengawasan undang-undang tersebut yakni
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi dan
sering disebut pengadilan terakhir. Hal ini dijelaskan dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dalam pasal 32
bahwa “mahkamah agung melakukan pengawasan tertinggi
terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan
yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan
kehakiman.” Mahkamah agung bebas dari pengaruh lembaga
peradilan maupun kekuasaan lainnya. Mahkamah agung menjadi
lembaga peradilan terakhir bagi empat pengadilan dibawahnya
yakni:

1. Pengadilan Umum

2. Pengadilan Agama

3. Pengadilan Militer

4. Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal ini mengandung arti bahwa mahkamah agung menjadi
lembaga peradilan tertinggi yang menangani jenis perkara berupa
kasasi, peninjauan kembali, serta uji materiil peraturan di bawah

undang-undang. Pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1985
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disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai lima fungsi
diantaranya:

1. Fungsi Peradilan

2. Fungsi Pengawasan

3. Fungsi Pengaturan

4. Fungsi Memberi Nasihat

5. Fungsi Administrasi

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi juga merupakan
lembaga peradilan yang memegang kekuasaan tertinggi Negara
bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi RI
mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Memutus pembubaran partai politik, dan
Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Hw

Sekilas terlihat bahwa antara Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi tidak terdapat perbedaan yang cukup berarti,
namun yang harus dipahami bahwa Mahkamah Agung mengadili
pada tingkat kasasi atau tingkat terakhir sementara Mahkamah

Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
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keputusannya bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Selain
itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk
memutuskan pembubaran partai politik dan ikut serta memutuskan
perselisihan tentang hasil pemilihan umum yang bukan merupakan
kewenangan Mahkamah Agung.

Kewenangan pemerintahan umum mencakup pengaturan
kehidupan politik, sosial, ketertiban, pertahanan, dan keamanan.
Sedangkan kewenangan di luar kewenangan pemerintahan umum
meliputi penyediaan pelayanan masyarakat dalam arti luas, seperti
pelayanan kesehatan, pos, dan telekomunikasi (Kristiadi, 1992). Di
lain pihak, Bayu Surianingrat (1980:51) menjelaskan bahwa
kewenangan pemerintahan umum adalah kewenangan yang pada
zaman Belanda dijalankan oleh pamong praja yang dikenal dengan
algemeen bestuur yang mencakup bidang politiek polittioneel yaitu
tugas di bidang kepolisian yang bersangkutan dengan
pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Kemudian dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974 pasal 1 (j), urusan pemerintahan
umum tersebut dirumuskan dengan jelas sebagai berikut.

“Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintah

yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban,

politik, koordinasi, pengawasan, dan urusan pemerintahan
lainnya yang tidak termasuk dalamm tugas suatu instansi
dan tidak termasuk wurusan rumah tangga daerah.

Sedangkan bentuk urusan pemerintahan di  luar

pemerintahan umum sangat banyak. Yaitu, pertanian,

urusan pekerjaan umum, urusan pendidikan, urusan

kehutanan, dan urusan pengairan. Urusan-urusan di luar
urusan pemerintahan umum terebut berkembang secara
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dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
tuntutan zaman. Urusan teknologi informasi misalnya yang
dulu tidak dipikirkan sekarang menjadi kebutuhan
masyarakat.”

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai
penyempurnaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah mengamanatkan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan pemerintah pusat'8, yaitu :

a. Politik luar negeri

b. Pertahanan

c. Keamanan

d. Yustisi

e. Moneter dan fiskal nasional

f. Agama

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Tujuan nasional Negara Indonesia sebagaimana dimaksudkan

dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan melalui

pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan

demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa,

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Luasnya wilayah Indonesia dan kondisinya yang demikian

beragam, merupakan keadaan yang berada di luar kapasitas pemerintah

pusat untuk mengelolanya secara efisien. indonesia dengan wilayah yang

sedemikian luas dan kondisi sosial sangat beragam membutuhkan

'® Pasal 10, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
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pengelolaan dari pelayanan-pelayanan urusan pemerintahan yang
berkaitan dengan kesejahteraan rakyat secara terdesentralisasi. Hal ini
dikarenakan penjabaran dari urusan-urusan tersebut dalam bentuk aneka
jenis pelayanan, merupakan sesuatu yang fundamental bagi
kesejahteraan hidup penduduk.

Suatu hal yang tidak kalah pentingnya adalah
menumbuhkembangkan semangat kebangsaan yang pada intinya setiap
individu menjadi sadar sebagai warga bangsa, walaupun mereka
diciptakan Tuhan Yang Maha Kuasa dari keluarga yang tidak sama, dari
suku bangsa yang berlainan, dari bagian wilayah negara yang berbeda,
dengan adat istiadat dan budaya yang beragam, dan dengan tutur kata
yang menggunakan bahasa yang tidak sama, kemudian memeluk agama
yang berbeda, namun tetap satu sebagai bagian dari bangsa Indonesia
yang ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
semboyan “bhinneka tunggal ika”.

Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 mengemukakan bahwa: 19

l. Oleh karena negara Indonesia itu suatu ‘eenheidstaat’ maka

Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam
lingkungannya yang bersifat ‘staat’ juga. Daerah Indonesia
akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan
dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.

Daerah-daerah itu bersifat autonom (streek en lacale
rechtsgemeenschappen) atau bersifat administrative belaka,
semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-

undang. Di daerah-daerah yang bersifat autonom akan
diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di

'9 Penjelasan Pasal 18 UUD 1945, dalam Departemen Dalam Negeri: Tugas, Fungsi dan
Peranannya Dalam Pemerintahan Daerah, Departemen Dalam Negeri, 1985, hal 185
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daerahpun pemerintahan akan bersendi atas dasar
permusyawaratan.

i Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250
Zelfsbeturende landschappen dan Volksgemeenschappen,
seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun
dan marga di Palembang dan sebagainya.

Hal ini menunjukkan bahwa bentuk Negara Indonesia sebagai
suatu Negara Kesatuan tidak menoleransikan adanya negara dalam
negara sehingga dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan
otonomi daerah, tidak ada mutu rancang bangun suatu pemerintahan
daerah atau suatu daerah otonom yang memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri
sebagai suatu negara tersendiri. Setiap daerah dalam mengatur dan
mengurus rumah tangganya harus tetap berpedoman pada Pancasila
sebagai dasar ideologi Negara Indonesia.

Lebih jelasnya, esensi dari prinsip-prinsip dasar dalam pasal 18
UUD 1945 beserta penjelasannya itu dapat diuraikan sebagai berikut:
Pertama, bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak menganut faham
sentralisme, melainkan membagi daerah Indonesia atas daerah besar dan
kecil yang diatur dengan undang-undang; Kedua, pengaturan dalam
undang-undang tersebut harus memandang dan mengingati dasar
permusyawaratan dalam sistem usul dalam daerah-daerah yang bersifat
istimewa; Ketiga, daerah besar dan kecil bukan merupakan Negara
bagian, melainkan daerah yang tidak terpisahkan dari dan dibentuk dalam
kerangka Negara kesatuan (eenheidstaat); Keempat, corak daerah besar
dan kecil itu ada yang bersifat otonom (streek en locale

rechtsgemeenschappen) atau ada yang bersifat daerah administrasi
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belaka; Setelah amandemen UUD 1945, tidak dimungkinkan lagi adanya
daerah administrasi belaka Kelima, sebagai konsekuensi daerah yang
bersifat otonom, akan dibentuk badan perwakilan daerah, karena di
daerahpun pemerintahan akan bersendikan atas azas permusyawaratan;
Keenam, daerah yang mempunyai hak-hak asal-usul yang bersifat
istimewa adalah swapraja atau yang disebut zelfbesturende landschappen
dan Desa atau nama lain semacam itu yang disebut
volksgemeenschappen; Ketujuh, Negara Republik Indonesia akan
menghormati kedudukan daerah-daerah yang mempunyai hak-hak asal-
usul yang bersifat istimewa; Kedelapan, adapun sampai sejauh mana
otonomi itu akan diberikan kepada daerah, sudah cukup jelas
kebijaksanaan dasarnya, yaitu sebagaimana terkandung dalam alinea
pertama penjelasan pasal 18 UUD 1945 tersebut diatas.2°

Dalam pelaksanaannya, peran Pemerintah Pusat dalam
menjabarkan amanat UUD 1945 tetap harus dijaga, mengingat Negara
Indonesia sebagai suatu lingkungan geografis-sosiologis yang memiliki
batas-batas tertentu dalam konteks geografis-teritorial perlu terus
dipelihara, sebab segala potensi dan sumber daya yang mencakup
potensi kependudukan (demografi), sosial ekonomi, sosial budaya, sosial
politik, dan pertahanan keamanan serta kehidupan beragama harus
berada dalam entitas yang tak terpisahkan. Mengingat segala potensi

tersebut dianggap sebagai suatu dinamika dari suatu wilayah (geografis-

% Departemen Dalam Negeri, 1995, Op.Cit., hal.185-186
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sosiologis) yang berpadu dengan aspek statis yang mencakup potensi
sumber daya alam dan ruang geografis (geografis-teritorial) sebagai
batas-batasnya.

Penerapan Otonomi Daerah melalui UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan beberapa pemikiran ke
depan bahwa daerah memperoleh kewenangan sangat luas tetapi harus
diletakkan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa
prinsip yang dianut dalam UU No. 32 Tahun 2004 menyangkut
penyelenggaraan otonomi daerah, a.}:2

(1) Sesuai dengan amanat UUD 1945 pemerintah daerah
berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan:

(2) Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat;

(3) Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan
daya saing, dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta
potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI;

(4) Pemerintah daerah dalam rangka peningkatan efisiensi dan
efektivitas  penyelenggaraan  otonomi  daerah, periu
memperhatikan hubungan antarsusunan pemerintahan dan
antarpemerintahan daerah potensi keanekaragaman daerah:

(5) Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah dalam sistem NKRI;

(6) Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan
sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan
secara adil dan selaras;

(7) Perlu memperhatikan peluang dan tantangan dalam persaingan
global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi;

(8) Agar mampu menjalankan perannya, daerah diberikan
kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian

2 Prof. Dr. E. Koswara Kertapraja, Pemerintahan Daerah Konfigurasi Politik
Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dulu, Kini dan Tantangan Globalisasi, Inner, Jakarta
2010. Hal.47-48
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hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam
kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara;

(9) Perlu memperhatikan berbagai Undang-Undang yang terkait di
bidang politik, seperti 1| No. 12/2003 tentang pemilu, UU No.
22/2003 tentang Susduk, UU No. 12/2003 tentang Pilpres dan
Wapres, UU yang terkait dengan keuangan Negara, seperti UU
No.17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/2004 tentang
Pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan Negara.

Ketika penyelenggaraan negara dilakukan dengan sentralistis,
tawaran otonomi luas dan desentralisasi seakan menjadi penyejuk bagi
hampir semua daerah. Pemberian otonomi luas dianggap mampu
mencegah terjadinya disintegrasi bangsa, secara ideal otonomi daerah
dapat menciptakan pembangunan daerah yang berkeadilan serta sesuai
dengan kondisi dan ciri khas setiap daerah bahkan berbagai hal-hal yang
indah. Namun perlu diwaspadai bahwasannya otonomi daerah tidak
seindah harapan yang dibayangkan. Menurut Midjaja (via Syafrudin)
bahwa otonomi daerah dapat menimbulkan disintegrasi bangsa dan
karenanya harus diwaspadai.?? Walaupun demikian, menurut Syafrudin
kebanyakan orang mempersoalkan kapan dan bagaimana titik berat
otonomi pada kabupaten/kota itu akan dilaksanakan.??

Selain menjanjikan harapan kemakmuran dan kemandirian daerah
ternyata tersembunyi ancaman bahaya karena penyakit ‘keakuan’ dapat

muncul dalam wujud konflik antara kabupaten/kota atau antara provinsi

2 Midjaja, Subarda, Pidato Pengarahan pada Pembukaan Sespanas-Seskoad, Bandung,
20 Januari 1992, dalam Syafrudin, Ateng, Pendayagunaan Otonomi Daerah yang Bertitik
Berat pada kabupaten/kota dan Implikasinya pada Manajemen Pembangunan, Makalah
disajikan dalam diskusi terbatas, 5-6 september 1992, diselenggarakan oleh Pusat
Penelitian Sumber Daya Manusia dan Lingkungan, Unpad, him. 1.

2 Syafrudin, Ateng, Ibid.
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atau antara pusat dan daerah. Masalah lemahnya pemahaman makna
dan esensi mengenai Otonomi Daerah oleh sebagian Kepala Daerah
misalnya saat ini telah menimbulkan kesan bahwa seolah-olah otonomi
hanya wewenang kabupaten/kota sehingga mengabaikan peran dan
fungsi provinsi. Untuk itu dalam konteks kehidupan negara kesatuan
dalam pelaksanaan otonomi, perlu dikembangkan hubungan kemitraan
nasional yang berangkat dari silaturahmi antarsesama kelompok
masyarakat dalam lintas agama dan budaya guna
menumbuhkembangkankan semangat kesatuan dan persatuan bangsa
dan negara mengingat dalam penerapan otonomi saat ini masih terdapat
sejumlah daerah yang minim sumber daya dan Pendapatan Asli Daerah
(PAD).

Ditinjau dari struktur ketatanegaraan bahwa Indonesia adalah suatu
negara kesatuan. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang
Dasar 1945 “Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk
republik”. Prinsip negara kesatuan meletakkan kekuasaan/kewenangan
pemerintah pada Pemerintah Pusat. Namun dalam rangka efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan daerah-daerah
otonom yang memiliki hak dan kewenangan otonom.

Dalam kepustakaan tentang pemerintahan umum istilah yang
sepadan dalam bahasa Belanda adalah istilah algemeen bestuur. Pada
masa penjajahan yang lalu algemeen bestuur dilaksanakan oleh Gubernur

Jenderal dengan bantuan pejabat-pejabat tinggi yang diangkat sebagai
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pimpinan dari berbagai cabang dari algemeen bestuur, yang
diorganisasikan dalam lembaga-lembaga yang dinamakan
Departementeen Van Algemeen Bestuur (Departemen-departemen
Pemerintahan Umum).

Hal yang berkaitan dengan hubungan antara pelaksanaan
pemerintahan umum itu dengan otonomi dari Pemerintahan Daerah
adalah asas keseimbangan yang menuntut pengetahuan tentang
seberapa jauh dekonsentrasi itu dapat dilaksanakan sampai batas di
mana pelaksanaan desentralisasi tidak dirugikan, melainkan justru
diuntungkan. Demikian pula halnya bahwa bagaimana mencari
keseimbangan antara pelaksanaan asas desentralisasi dengan
dekonsentrasi dalam suatu titik imbang yang memungkinkan efisiensi dan
efektifitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena
pada dasarnya desentralisasi dan otonomi daerah adalah semata-mata
instrument untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan itu sendiri. Sehingga
ketika kewenangan daerah menjadi sangat besar, adanya organisasi yang
dibangun sesuai kepentingan dan kebutuhan daerah, adanya sumber
keuangan, personil, peralatan, dan dokumentasi yang sepenuhnya diatur
oleh daerah, maka permasalahannya terletak pada bagaimana
manajemen pemerintahan daerah sehingga tujuan akhir, yakni
kesejahteraan masyarakat akan mengalami peningkatan atau dapat

tercapai.
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Pemerintah pusat menerapkan menerapkan otonomi daerah tanpa
menghilangkan peran kewilayahan termasuk didalamnya pembinaan
wilayah. Dalam artian bahwa tugas Pemerintah Pusat dilaksanakan pula
oleh daerah otonom. Jelasnya Pemerintah Pusat mendelegasikan aspek
pembinaan wilayah kepada daerah otonom dan dilaksanakan oleh
perangkat otonom dan pertanggung jawabannya melampaui kewenangan
daerah otonom itu sendiri. Walaupun pada prinsipnya tugas pembinaan
wilayah adalah untuk kesejahteraan daerah itu sendiri, tetapi sebagai
suatu negara kesatuan pemerintah pusat wajib mengontrol atau
mengawasi daerah sebagai subsistem nasional sehingga entitas
kebangsaan tidak mengalami pembiasan dalam wilayah daerah itu sendiri.

UU Nomor 32 tahun 2004 tidak secara tegas mengatur tentang
pemerintahan umum. Beberapa pengaturan dalam lingkup pemerintahan
umum adalah antara lain pengaturan tentang dekonsentrasi, tugas
pembantuan, wilayah administrasi, instansi vertikal, dan urusan yang tidak
menjadi kewenangan daerah. Meskipun demikian nuansa UU Nomor 32
tahun 2004 bukan tidak mengakui adanya pemerintahan umum tetapi
tidak mengatur secara rinci tentang tugas pemerintahan umum tersebut.

Materi-materi yang menyangkut pemerintahan umum adalah
sebagai berikut:

1) Mengembangkan konsep negara-bangsa yang sinergis dengan
konsep negara kepulauan dalam penyelenggaraan pemerintahan
nasional di daerah sehingga tercermin adanya sistem dan
mekanisme pemerintahan dalam bingkai NKRI.

2) Memfasilitasi dan mengupayakan terciptanya situasi yang kondusif
untuk terselenggaranya kebijakan pemerintahan secara nasional di
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daerah sekaligus mengakomodasikan kebijakan daerah sebagai
penyangga utamanya.

3) Memfasilitasi terwujudnya keselarasan hubungan antarstrata
pemerintahan, yaitu antara pemerintahan pusat dengan provinsi,
provinsi dengan kabupaten/kota serta antardaerah.

4) Memfasilitasi terciptanya iklim yang kondusif dalam mendukung
terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum diseluruh daerah
dengan basis penegakan hukum serta norma yang berlaku.

5) Memfasilitasi tertibnya hubungan lintas batas dan kepastian batas
wilayah dengan negara tetangga, antardaerah yang meliputi batas
antarprovinsi, antar kabupaten/kota dan antardesa.

6) Memfasilitasi terselenggaranya kewenangan daerah di kawasan
tertentu sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan
pelaksanaan kewenangan baik dalam rangka desentralisasi
maupun dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

7) Menangani tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang tidak
menjadi tugas komponen lain dan Pemerintah Daerah serta lintas
instansi manapun seperti koordinasi pemerintahan lintas sektor dan
lintas wilayah, administrasi dasar kependudukan dan catatan sipil,
mengaktualkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 menciptakan
dan memelihara kerukunan nasional/wawasan kebangsaan serta
mengembangkan wawasan gender, menampung dan mengolah
serta menyalurkan aspirasi masyarakat terutama yang berkaitan
dengan kewenangan gubernur selaku wakil pemerintah.

Pembagian kekuasaan haruslah ditempatkan dalam konteks
bangsa-negara demokratis. Negara Indonesia adalah negara demokrasi
yang di dalam UUD 1945 disebutkan bahwa negara diberi kekuasaan
untuk menyelenggarakan pemerintahan negara, menegakkan hukum, dan
mempertahankan  keutuhan  wilayah, serta  menyelenggarakan
kesejahteraan warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
memelihara hubungan luar negeri?*.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Sebagai negara
kesatuan maka kedaulatan negara adalah tunggal, tidak tersebar pada

negara-negara bagian seperti dalam negara federal/serikat. Oleh sebab

Z4penjabaran alenia ke-4, Pembukaan Undang-Undang Tahun 1945
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itu, sistem pemerintahan dalam negara kesatuan pada dasarnya adalah
sentralisasi, dimana pemerintah pusat memegang kekuasaan penuh
terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun mengingat kondisi
negara yang terdiri atas ribuan pulau dan beragamnya suku etnis, serta
beragam golongan dan keyakinan akan agama yang berbeda-beda,
sesuai dengan pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945 penyelenggaraan
pemerintahannya tidak diselenggarakan secara sentralisasi tapi
desentralisasi. Dalam pasal-pasal tersebut ditegaskan bahwa pemerintah
terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dengan
undang-undang.

Sebagai negara kesatuan, Indonesia juga tidak mempunyai
kesatuan-kesatuan pemerintahan yang mempunyai kedaulatan. Dalam
istilah penjelasan UUD 1945, Indonesia tidak akan mempunyai daerah di
dalam lingkungannya yang bersifat Staaf, Negara. Dalam negara
kesatuan kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan NKRI tidak
akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Kesatuan-
kesatuan pemerintahan lain di luar pemerintah tidak memiliki apa yang
disebut oleh R. Kranenburg sebagai pouvoir constituant, kekuasaan untuk
membentuk Undang-undang dan organisasinya sendiri. Hal inilah yang
membedakan negara kesatuan dengan negara federal. Negara federal
adalah negara majemuk sehingga masing-masing negara bagian
mempunyai kekuasaan membentuk UUD/UU. Sedangkan negara

kesatuan adalah negara tunggal (Bhenyamin Hoessein, 2002).
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3.3. Distribusi Kewenangan dan Urusan Pemerintah Pusat - Daerah

Organisasi yang besar dan kompleks seperti Negara Indonesia
tidak akan efisien jika semua kewenangan politk dan administrasi
diletakkan pada puncak hirarki organisasi atau dengan kata lain yaitu
pemerintah pusat. Agar penyelenggaraan pemerintahan dapat
dilaksanakan secara efesien dan akuntabel, maka sebagian kewenangan
politik dan administrasi tersebut diserahkan pada jenjang organisasi yang
lebih rendah. Adanya jenjang hirarki yang lebih rendah dalam hal ini
adalah pemerintah pusat dimulai dari kebijakan desentralisasi.
Desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu De yang berarti lepas dan
Centrum yang artinya pusat. Decentrum berarti melepas dari pusat.
Dengan demikian, maka desentralisasi yang berasal dari sentralisasi yang
mendapat awal de berarti melepas atau menjauh dari pemusatan.
Desentralisasi tidak putus sama sekali dengan pusat tapi hanya menjauh
dari pusat.

Henry Maddick (1963) menjelaskan, desentralisasi adalah
penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-
bidang/fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom. Senada dengan hal
tersebut, Rondinelli, Nellis, dan Chema (1983) mengemukakan,
desentralisasi merupakan penciptaan atau penguatan, baik keuangan
maupun hukum, pada unit-unit pemerintahan subnasional yang
penyelenggaraanya secara substansial berada diluar control langsung

pemerintah pusat.
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pemerintahan tersebut kepada kepala daerah. Penyerahan wewenang

terdiri atas :

a.

Materi wewenang. Materi wewenang adalah semua urusan
pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan umum dan
urusan pemerintahan lainnya

Manusia yang diserahi wewenang. Manusia yang diserahi
wewenang adalah masyarakat yang tinggal di daerah yang
bersangkutan sebagai kesatuan masyarakat hukum. Jadi bukan
kepada kepala daerah atau kepada DPRD atau keduanya

Wilayah yang diserahi wewenang. Wilayah yang diserahi
wewenang adalah daerah otonom, bukan wilayah administrasi.

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat

kepada daerah dapat dilakukan dengan dua cara :

1) Ultra vires doctrine, yaitu pemerintan pusat menyerahkan

2)

wewenang kepada daerah otonom dengan cara merinci satu per
satu. Daerah otonom hanya boleh menyelenggarakan wewenang
yang diserahkan kepada daerah tersebut. Sisa wewenang dari
wewenang yang diserahkan kepada daerah otonom secara
terperinci tetap menjadi wewenang pusat. Cara penyerahan
wewenang inilah yang dianut Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1974. Pemerintah pusat menyerahkan urusan-urusan pemerintahan
setahap demi setahap, dengan memperhatikan keadaan dan
kemampuan daerah yang bersangkutan. Pasal 7 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1974 menyebutkan bahwa penambahan urusan
pemerintahan kepada daerah ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah. Bahkan pada pasal 9 disebutkan bahwa sesuatu
urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dapat
ditarik kembali dengan peraturan perundang-undangan yang
setingkat.

Open end arrangement atau general competence yaitu daerah
otonom boleh menyelenggarakan semua urusan di luar yang
dimiliki pusat. Artinya bahwa pusat menyerahkan kewenangan
pemerintahan  kepada daerah untuk menyelenggarakan
pemerintahan berdasarkan kebutuhan dan inisiatif di luar
kewenangan yang dimiliki pusat. Cara penyerahan inilah yang
dianut oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014, bahwa kewenangan daerah mencakup seluruh bidang
pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri,
pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama.
Kewenangan bidang lain meliputi kebijakan tentang perencanaan
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nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro,
dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan
lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan
sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta
teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi
nasional?®.

3.4. Kewenangan Pemerintah Daerah

Dalam konteks negara kesatuan penerapan asas sentralisasi dan
desentralisasi dalam organisasi berbangsa-bernegara tidak bersifat
dikotomis melainkan kontinum. Artinya pemerintah pusat tidak mungkin
menyelenggarakan pemerintah daerah sepenuhnya dalam artian dapat
melaksanakan semua urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang
menyangkut kepentingan dan kelangsungan hidup berbangsa dan
bernegara lazimnya diselenggarakan secara sentralisasi dan
dekonsentrasi. Sedangkan urusan yang mengandung dan menyangkut
kepentingan masyarakat setempat diselenggarakan secara desentralisasi.
Pemerintah pusat masih menangani sebagian urusan yang diserahkan
kepada daerah, seperti pengawasan dan penentuan standar, kriteria, dan
prosedur. Sedangkan urusan yang bersifat nasional, misalnya politik luar
negeri, keamanan, pertahanan, keuangan, pengaturan hukum,
keagamaan, kebijkan ekonomi makro dan kebijakan politik makro

sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

% Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo,
Jakarta, 2005, him.75
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1) Pemerintah ProvinsiZ®

Pemerintah provinsi menganut asas dekonsentrasi sekaligus
desentralisasi (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014). Berdasarkan asas dekonsentrasi maka provinsi
merupakan wilayah administrasi (local state government). Undang-undang
perlu menetapkan apa yang menjadi fungsi utama yang harus
diselenggarakan oleh daerah otonom provinsi. Berbagai jenis urusan
pemerintahan, termasuk yang selama ini dipegang oleh berbagai
kementerian. Kemudian diserahkan kepada provinsi untuk melaksanakan
fungsi tersebut?’.

Keberadaan wilayah administrasi merupakan implikasi logis dari
penerapan asas dekonsentrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 dekosentrasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari
pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau
perangkat pusat di daerah. Senada dengan pengertian tersebut, dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dekosentrasi diartikan sebagai
pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur
sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah
tertentu. Dalam asas dekosentrasi yang diserahkan adalah wewenang
administrasi/implementasi kebijakan sedangkan wewenang politiknya
tetap menjadi kewenangan pusat. Berdasarkan asas desentralisasi maka

provinsi menjadi daerah otonom (local self government). Implikasi

%1pid, him.82-87
Z’Ramlan Surbakti, Berbagai Aspek Kebijakan Otonomi Daerah, dalam Jurnal limu
Pemerintahan Edisi 43, MIPI, 2013, hal. 19
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Penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
Penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang
tidak termasuk dalam tugas instansi lain

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Pengawasan represif terhadap Peraturan Daerah, Keputusan
Kepala Daerah, dan Keputusan DPRD, serta Keputusan Pimpinan
DPRD Kabupaten/Kota

Pengawasan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan Kkarir
pegawai di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, dan

Pemberian pertimbangan terhadap pembentukan, pemekaran,
penghapusan, dan penggabungan daerah.

Provinsi juga mempunyai wewenang mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasinya. Pemerintah

provinsi memiliki kewenangan di bidang :

1.

Lintas kabupaten/kota

Kewenangan pemerintahan yang menyangkut penyediaan
pelayanan lintas kabupaten/kota dalam wilayah suatu provinsi.
Pelayanan lintas kabupaten/kota dimaksudkan pelayanan yang
mencakup beberapa atau semua kabupaten/kota di provinsi
tertentu. Pelayanan lintas kabupaten/kota tesebut dengan catatan
menjangkau lebih dari 50%. Jika hanya menjangkau kurang 50%
maka dilakukan dengan kerjasama antarkabupaten/kota.

Bidang pemerintahan tertentu

Perencanaan dan pengendalian pembangunan secara makro,
penelitian bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia potensial,
penelitian yang mencakup wilayah provinsi, pengelolaan pelabuhan
regional, pengendalian lingkungan hidup, promosi dagang dan
budaya/pariwisata, penanganan penyakit menular dan hama
tanaman, dan perencanaan tata ruang provinsi

Kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh
kabupaten dan daerah kota

Misalnya jika dalam melaksanakan kewenangannya
kabupaten/kota mengalami kesulitan bahkan terjadi konflik
kepentingan antarmereka, maka provinsi dapat melaksanakan
pelayanan yang tidak atau sulit dilaksanakan oleh kabupaten/kota
tersebut

Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh
pemerintah pusat sebagai wilayah admnisitratif.




